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ABSTRAK  

 

Nama : Evi Yusnita 
Program Studi : Magister Kenotariatan 
Judul : Analisa Yuridis Pembuatan Pasal 3 Dan Pasal 4 Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas Dalam Rangka Penanaman Modal Asing 
Dikaitkan Dengan Izin Penanaman Modal, Izin Teknis Dan 
Tanggung Jawab Notaris 

 
Seorang Notaris yang membuat akta sehubungan dengan anggaran dasar 

Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan dan Pasal 4 tentang 
Modal sebuah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing harus 
menjabarkan kedua pasal tersebut dengan tepat, benar dan jelas sesuai dengan izin 
yang diberikan pemerintah yang berwenang dan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan 
yuridis normatif bersifat eksplanatoris, yang mengacu pada norma hukum serta 
peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang diteliti. Sebagai 
seorang profesional, Notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, 
dan Negara. Bertanggung jawab berarti berani menanggung segala risiko yang 
timbul akibat pelayanannya itu. Kelalaian maupun pelanggaran terhadap UU No. 
30/2004 dan Kode Etik Notaris sehubungan dengan profesi yang dijalankan 
menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, pihak lain atau masyarakat, 
Organisasi Notaris dan Negara. Untuk itu, dalam menjalankan jabatannya, Notaris 
harus senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, dan bila 
diperlukan meminta saran dari tenaga ahli profesional mengenai hal teknis 
berkaitan dengan pembuatan akta notaris; memiliki tingkat ketelitian, kehati-
hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian yang tinggi dalam menjalankan 
profesinya; dan senantiasa berpegang pada UU No. 30/2004 dan menjunjung 
tinggi Kode Etik Notaris. 
 
Kata kunci : Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas, Penanaman Modal Asing 

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012 
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ABSTRACT 

 
 

Name : Evi Yusnita 
Study Program : Magister of Notary 
Title : Judicial Analysis of Describing Article 3 And Article 4 of 

Articles of Association of Limited Liability Company in the 
Framework of Foreign Investment in Relation with Investment 
License, Technical License And Notary Responsibility 

 
A notary who prepares deed in connection with Article 3 concerning 

Objective, and Purpose, and Business Activity of Company, and Article 4 
concerning Capital of the articles of association of a limited liability company in 
the framework of foreign investment must have the two articles described 
precisely, correctly, and clearly in accordance with the licenses granted by the 
government and the prevailing laws and regulations. The research in this thesis 
uses explanatory analysis method with normative judicial approach contained in 
the legal norms and laws related to the problems being observed. As a 
professional, Notary is responsible for him/herself, the community, and the 
Country. Being responsible means willing to take all risks which may arise as a 
consequence of his/her services. Negligence or violation against Law No. 30/2004 
and the Notary Code of Ethics because of conducting the profesion can create 
losses for him/herself, other party or community, Notary Organization, and the 
Country. Therefore, in carrying out the role, Notary must always enhance his/her 
knolewdge; and if required, seek advice from a professional expert for technical 
matters related to the preparation of a notary deed; have high accuracy, prudential, 
diligence, critical, and dedication in conducting his/her profesion; and always 
comply with Law No. 30/2004 and the Notary Code of Ethics. 
 
Key words : Articles of Association, Limited Liability Company, Foreign 

Investment 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1. Latar Belakang Permasalahan 

 

Seorang notaris yang membuat akta sehubungan dengan anggaran dasar 

Pasal 3 tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Perseroan dan Pasal 4 tentang 

Modal sebuah perseroan terbatas dalam rangka penanaman modal asing harus 

menjabarkan kedua pasal tersebut dengan tepat, benar dan jelas sesuai dengan izin 

yang diberikan oleh pemerintah yang berwenang dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, sehingga anggaran dasar perseroan tersebut dapat 

menjadi pedoman yang tepat bagi  arah kebijakan operasional perseroan.  

Peraturan perundang-undangan yang saat ini mengatur pembuatan anggaran 

dasar Pasal 3 dan Pasal 4 Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut PT) 

adalah Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang 

dikeluarkan pada tanggal 16 Agustus 2007 (untuk selanjutnya disebut UU No. 

40/2007). UU No. 40/2007 merupakan revisi atau perbaikan terhadap Undang-

undang No. 1 Tahun 1995 yang dikeluarkan tanggal 7 Maret 1995.   

Pengaturan mengenai Penanaman Modal Asing (untuk selanjutnya disebut 

PMA) didasarkan pada Undang-undang No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal yang dikeluarkan tanggal 26 April 2007 (untuk selanjutnya disebut UU No. 

25/2007). UU No. 25/2007 menggantikan undang-undang yang berlaku 

sebelumnya, yaitu: 

a. Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, yang 

kemudian diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1970 tentang 

Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 tentang 

Penanaman Modal Asing; 
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b. Undang-undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam 

Negeri, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970 

tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 

tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. 

Sebuah PMA harus berbentuk badan hukum PT. Hal ini didasarkan pada 

Pasal 5 ayat (2) UU No. 25/2007 yang menyatakan bahwa PMA wajib dalam 

bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah 

negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.  

Selain peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, PMA 

tidak boleh melanggar Undang-undang  No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, Dan Menengah (untuk selanjutnya disebut UU No. 20/2008). Undang-

undang ini memberikan perlindungan dan pengembangan potensi usaha mikro, 

kecil, dan menengah agar memperoleh jaminan kepastian dan keadilan berusaha.  

PMA yang telah berbadan hukum diklasifikasikan sebagai badan usaha 

berskala besar.1 Pemerintah menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk 

usaha mikro,  kecil,  menengah,  dan  koperasi  serta  bidang  usaha  yang  terbuka  

                         
 

1Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha 
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha 
Menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan 
usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia  (Pasal 1 angka 4 UU No. 
20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah). 
Bandingkan dengan Pasal 6 angka (3) UU No. 20/2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan 
Menengah tentang kriteria Usaha Menengah, adalah sebagai berikut: 
a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) 

sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar Rupiah) tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima 
ratus juta Rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh 
milyar Rupiah). 
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untuk usaha besar.2 

Untuk melaksanakan UU No. 25/2007, Pemerintah telah memberlakukan 

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang 

Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang 

Penanaman Modal, yang menggantikan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 

yang telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2007. Peraturan 

yang sekarang berlaku juga merupakan peraturan pelaksanaan dari dua Undang-

Undang tersebut di atas, yaitu UU No. 40/2007 dan UU No. 20/2008. 

Beberapa bidang usaha di bidang kesehatan yang dibatasi untuk dijalankan 

oleh PT dalam rangka PMA, diantaranya: 

- Usaha Industri Farmasi, yaitu Industri Bahan Baku Obat, Industri Obat Jadi, 

dipersyaratkan kepemilikan modal asing maksimal 75%. 

- Produsen Narkotika (Industri Farmasi), dipersyaratkan dengan perizinan 

khusus dari Menteri Kesehatan. 

- Usaha Industri Obat Tradisional, Pengolahan Obat Tradisional, 

diperuntukkan hanya untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (untuk 

selanjutnya disebut PMDN). 

- Perdagangan Usaha Farmasi, diperuntukkan hanya untuk PMDN. Bidang 

usaha ini mencakup kegiatan ekspor, impor, distributor utama, sampai 

dengan kegiatan eceran. 

                         
  
 2Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, 
kecil, menengah, dan koperasi serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan 
syarat harus bekerja sama dengan usaha usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi 
(Pasal 13 ayat 1 UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal). 
 Suasana kebatinan pembentukan Undang-Undang tentang Penanaman Modal 
didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif 
sehingga Undang-Undang tentang Penanaman Modal mengatur hal-hal yang dinilai 
penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar 
penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang 
usaha, serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang 
diwujudkan dalam pengaturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha 
mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak kewajiban, dan tanggung jawab penanam 
modal serta fasilitas penanaman modal, yang di dalamnya mengatur menenai 
kelembagaan, peyelenggaraan urusan penanaman modal, dan ketentuan yang mengatur 
tentang penyelesaian sengketa (Paragraf 4 Penjelasan UU No. 25/2007 tentang 
Penanaman Modal). 
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- Perdagangan Besar Bahan Baku Farmasi, diperuntukkan hanya untuk 

PMDN.  

- Perdagangan Besar Farmasi Narkotika, dipersyaratkan dengan perizinan 

khusus dari Menteri Kesehatan. 

- Apotek, Toko Obat: diperuntukkan hanya untuk PMDN.  

Sebelum obat diedarkan di wilayah Indonesia harus diregistrasi pada Kepala 

Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (untuk selanjutnya disebut BPOM) untuk 

mendapatkan Izin Edar.3 Registrasi obat impor dilakukan oleh industri farmasi 

dalam negeri yang mendapat persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar 

negeri, dimana persetujuan tertulis tersebut harus mencakup alih teknologi 

sehingga dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun obat tersebut harus 

sudah dapat diproduksi di dalam negeri.4 Registrasi obat impor yang dilindungi 

paten dapat diajukan 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya perlindungan hak paten. 

Bila disetujui, obat impor tersebut hanya boleh diedarkan setelah habis masa 

perlindungan paten obat inovatornya.5 

Bila sebuah PT dalam rangka PMA mempunyai izin untuk melakukan 

kegiatan usaha di bidang ekspor, impor dan distributor utama, PT tersebut hanya 

dapat melakukan kegiatan ekspor, impor dan distributor utama produk kesehatan 

umum, namun tidak dapat menggunakan izin tersebut untuk melaksanakan 

kegiatan ekspor, impor dan distributor utama produk obat-obatan farmasi apabila 

perusahaan tersebut tidak mempunyai izin usaha industri farmasi. Apabila terjadi 

kesalahan dalam anggaran dasar perseroan yang mencantumkan bahwa kegiatan 

perseroan adalah di bidang ekspor, impor dan distributor utama yang sebagian 

produknya adalah obat-obatan farmasi, sementara perseroan tidak memiliki izin 

usaha industri farmasi, apakah akibatnya bagi perseroan, dan bagaimana tanggung 

jawab notaris? Tindakan apakah yang dapat dilakukan untuk memperbaiki 

kesalahan tersebut? 

                         
 

3Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
Registrasi Obat. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1010/MenKes/PER/XII/2008 tanggal 
3 Nopember 2008, Pasal 2 angka (1), (2), dan (3). 

 
4Ibid., Pasal 10 ayat (1) dan (2). 
 
5Ibid., Pasal 13. 
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Demikian pula apabila PT yang didirikan dengan modal patungan (joint 

venture), yaitu antara PMA dengan PMDN, telah bersepakat agar modal disetor 

dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, dan pembukuan Perseroan dinyatakan 

dalam mata uang Rupiah. Bila pemegang saham asing baru menyadari setelah 

beberapa tahun kemudian bahwa telah terjadi kesalahan dalam penetapan kurs 

nilai tukar jumlah setoran modal masing-masing pemegang saham sehingga 

mempengaruhi jumlah saham yang dimilikinya, bagaimanakah memperbaiki 

keadaan ini? Bagaimanakah menentukan jumlah setoran modal masing-masing 

pemegang saham yang harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan? Kurs 

nilai tukar apa yang seharusnya dipergunakan? Apabila terjadi kesalahan dalam 

penentuan setoran modal masing-masing pemegang saham apakah akibatnya bagi 

pemegang saham, dan perseroan, dan bagaimana tanggung jawab notaris? 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (untuk selanjutnya disebut 

PTSP) di bidang penanaman modal oleh Pemerintah dilaksanakan oleh Badan 

Koordinasi Penanaman Modal (untuk selanjutnya disebut BKPM) atas dasar 

pelimpahan/pendelegasian wewenang dari Menteri teknis/Kepala Lembaga 

Pemerintah Non Departemen (untuk selanjutnya disebut LPND) yang memiliki 

kewenangan atas urusan pemerintah di bidang penanaman modal.6 Berdasarkan 

kewenangan itu BKPM mengeluarkan izin penanaman modal. Izin penanaman 

modal bagi PMA yang dijadikan dasar pembuatan akta anggaran dasar PT antara 

lain Pendaftaran Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal, Izin Prinsip 

Perluasan Penanaman Modal, dan Izin Prinsip Prubahan Penanaman Modal.7  

Terkait dengan pembuatan akta anggaran dasar perseroan, notaris adalah 

pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan 

lainnya berdasarkan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 

(untuk selanjutnya disebut UU No. 30/2004). Para pendiri PT dengan bantuan 

seorang notaris membuat Akta Pendirian PT yang berisi anggaran dasar 

                         
 

6UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 (2); dan Peraturan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/P/2008 tanggal 3 April 2008, Pasal 3 ayat (1). 
 
 7Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/P/2008 tanggal 3 
April 2008, Pasal 6 ayat (2). 
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perseroan.8 Demikian pula bila akan melakukan perubahan anggaran dasar 

perseroan. Anggaran dasar PT tersebut, harus sejalan dan tidak bertentangan 

dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam izin penanaman modal.  

Bersama dengan dokumen pendukung seperti Surat Keterangan Domisili 

Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan bukti setoran modal, Akta Pendirian 

PT tersebut kemudian diajukan oleh notaris kepada Menteri Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Menkumham) untuk mendapatkan 

pengesahan sebagai badan hukum.9 

Apabila terjadi perubahan dalam kegiatan perseroan seperti peningkatan 

modal dasar, penurunan modal, perubahan bidang usaha, perubahan pemegang 

saham, perubahan lokasi proyek, dll; maka PMA yang telah berbadan hukum 

tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan perubahan penanaman 

modal dari BKPM sebelum melakukan perubahan anggaran dasar perseroan.10 

 

2. Pokok Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka 

penulisan akan dititikberatkan pada permasalahan-permasalahan berikut: 

a. Bagaimanakah pembuatan Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan dan Kegiatan 

Usaha Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal dari anggaran dasar PT dalam 

rangka PMA, dikaitkan dengan izin penanaman modal dan izin teknis yang 

diberikan pemerintah kepada sebuah Perseroan? 

b. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris terhadap akta yang memuat Pasal 3 

dan Pasal 4 anggaran dasar PT dalam rangka PMA yang telah dibuatnya? 

 

                         
  
 8UU No. 40 Tahun 2007, Pasal 7 ayat (1). 
 
 9Http://www.bkpm.go.id, mengenai Prosedur Mendapatkan Izin-Izin Pendirian 
Perseroan Terbatas PMA dan PMDN, diunduh tanggal 12 September 2009. 
 
 10Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/P/2008 tanggal       
3 April 2008, Lampiran 8 – Model III tentang Permohonan Perubahan Ketentuan Dalam 
Surat Persetujuan Penanaman Modal. 
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3. Metode Penelitian 

 

Penelitian merupakan sarana pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian 

ini bertujuan agar dapat memperoleh penjelasan terhadap masalah yang diteliti, 

dan untuk menganalisa permasalahan yang bertujuan memberikan saran 

pemecahan permasalahan (problem solving). Sedangkan metode penelitian 

berfungsi sebagai suatu pedoman untuk mempelajari, menganalisa, dan 

memahami permasalahan yang diteliti. 

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif yang bersifat eksplanatoris. Metode penelitian yuridis normatif dalam 

hal ini adalah metode yang menggunakan disiplin Ilmu Hukum, yang mengacu 

pada norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

permasalahan yang diteliti. Bersifat eksplanatoris karena penulis akan 

menguraikan permasalahan yang diteliti dan kemudian menganalisanya agar 

dapat memberikan saran pemecahan permasalahan.  

Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpul data studi dokumen  

dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan pendukung. 

Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan 

memperhatikan sumber data, yaitu yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.11 

Penelitian kepustakaan mencakup: 

a. Bahan hukum primer, yaitu: 

(1) Peraturan perundang-undangan, antara lain yang mengatur tentang 

Perseroan Terbatas; Penananam Modal; Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah, Jabatan Notaris, peraturan perundang-undangan di bidang 

farmasi, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait; 

(2) Penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf 

sinkronisasi vertikal dan horizontal peraturan perundang-undangan 

yang terkait. 

                         
 
 11Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 
Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 13-14. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer,12 berupa buku, artikel, makalah atau karya ilmiah di 

bidang hukum. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder,13 seperti 

kamus hukum, dan kamus bahasa. 

Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini dianalisa dengan metode 

analisis kualitatif, yang memusatkan perhatian pada asas hukum yang dikaitkan 

dengan prinsip-prinsip hukum yang mendasari perwujudan perilaku14 atau 

tindakan-tindakan yang nyata. Analisis dilakukan dengan terlebih dahulu memilih 

bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang berhubungan dengan 

topik penelitian ini, untuk kemudian diteliti dengan pola berpikir sistematis 

berdasarkan pada logika Ilmu Hukum. Kemudian hasil analisis diinterpretasikan 

untuk memperoleh pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang diteliti 

dalam penulisan ini. 

 

4. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan penelitian ini dijabarkan dalam 3 (tiga) bab, yaitu: 

Bab 1 : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, pokok 

permasalahan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab 2 : Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab. Sub bab pertama menjelaskan 

tentang pengertian dan landasan teoritis sehubungan dengan bidang 

usaha dan modal PT dalam rangka PMA, izin penanaman modal 

asing, izin teknis, serta badan, kementerian atau lembaga pemerintah 

yang berkaitan dengan kewenangan pemberian izin, dan jabatan 

Notaris. Dalam sub bab kedua dibahas mengenai asas-asas, dan 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pasal 3 dan Pasal 

                         
 
 12Ibid., hlm. 12. 
 
 13Ibid., hal. 13. 
 

14Ibid., hlm. 62. 
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4 anggaran dasar PT dalam rangka PMA, izin PMA, izin teknis, akta 

anggaran dasar Perseroan, penjabaran maksud dan tujuan, serta modal 

yang dinyatakan dalam mata uang asing dalam akta anggaran dasar 

PT, serta tanggung jawab Notaris ditinjau dari Peraturan Jabatan 

Notaris, secara perdata, secara pidana, dan menurut Kode Etik. Bab ini 

ditutup dengan sub bab ketiga mengenai analisa kasus akta notaris atas 

Pasal 3 mengenai maksud, tujuan dan kegiatan Perseroan, dan Pasal 4 

mengenai modal dalam anggaran dasar PT PMA, serta tanggung 

jawab Notaris terhadap pemenuhan ketentuan penjabaran Pasal 3 dan 

Pasal 4 anggaran dasar Perseroan tersebut.  

Bab 3 : Bab ini berisi simpulan dari bab sebelumnya, yang merupakan juga 

jawaban atas pokok permasalahan sebagaimana tercantum dalam Bab 

1, dan akhirnya ditutup dengan penyampaian saran atas permasalahan 

yang diteliti. 
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BAB 2 

PEMBUATAN PASAL 3 DAN 4 ANGGARAN DASAR PERSEROAN 

TERBATAS DALAM RANGKA MODAL ASING, TANGGUNG JAWAB 

NOTARIS, DAN ANALISA AKTA/KASUS 

 

 

1. Bidang Usaha Dan Modal Perseroan Terbatas Penanaman Modal 

Asing, Dan Jabatan Notaris 

 

1.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Perseroan Terbatas 

Pasal 1 ayat (1) UU No. 40/2007 merumuskan PT sebagai badan hukum 

yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan 

kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan 

pelaksanaannya. 

Dari pengertian tersebut, maka PT mempunyai unsur-unsur berikut:1 

a. badan hukum; 

b. persekutuan modal; 

c. didirikan berdasarkan perjanjian; 

d. melakukan kegiatan usaha; 

e. modal dasar terbagi atas saham. 

Kelima unsur tersebut dijabarkan pada bagian berikut ini. 

                         

 
 1Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-
undang, Jilid 1, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 14. 
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a. Badan hukum 

Ada beberapa teori yang memberikan pengertian tentang badan hukum, 

yaitu:2 

(1) Teori Fiksi oleh Friedrich Carl Von Savigny yang dikemukakan dalam 

bukunya “System des heutigen römischen Rechts” pada tahun 1849, 

meyebutkan bahwa badan hukum semata-mata buatan negara saja, yang 

sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya suatu 

subyek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia.   

“They have existence but no real personality save that given by law, 

which regards them as ‘person’.” (Mereka diakui keberadaannya, 

tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum, yang 

dianggap sebagai orang”.)  

(2) Teori Pemilikan Harta Kekayaan Untuk Tujuan Tertentu oleh Alois Ritter 

von Brinz yang dikemukakan dalam bukunya “Lehrbuch der Pandekten” 

pada tahun 1883, meyebutkan bahwa harta kekayaan yang menjadi milik 

perusahaan menjadikan perusahaan tersebut menjadi subyek hukum. 

Pemisahan harta kekayaan badan hukum dengan harta kekayaan anggotanya 

dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. 

“ ... only human beings can be considered correctly as ‘person’.  The 

law, however, protects purposes other than those concerning the 

interests of human beings. The property ‘owned’ by corporations does 

not ‘belong’ to any body.  But it may be considered as belonging for 

certain purposes and the device of the corporations is used to protect 

those purposes”. (Hanya manusia yang dapat dianggap sebagai orang, 

hukum bagaimanapun juga melindungi tujuan-tujuan lain selain 

memperhatikan kepentingan manusia.  Harta kekayaan yang dimiliki 

oleh perusahaan bukan merupakan milik setiap orang.  Tetapi dianggap 

sebagai kepemilikan untuk tujuan yang pasti dan merupakan 

perlengkapan perusahaan untuk melindungi tujuan-tujuan tersebut.) 

                         
 
 2Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis), 
(Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hlm. 241-242.  

 

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012 



  

  Universitas Indonesia 

12 

(3) Teori Organ atau Teori Realis oleh Otto von Gierke yang dikemukakan 

dalam bukunya “Das deutsche Genossenschaftsrecht” pada tahun 1873, dan 

Maitland, menyebutkan bahwa badan hukum bukanlah khayalan, melainkan 

kenyataan yang ada seperti halnya manusia, yang mempunyai perlengkapan, 

selaras dengan anggota badan manusia, karenanya badan hukum di dalam 

melakukan perbuatan hukum juga dengan perantaraan perlengkapannya, 

seperti pengurus, komisaris dan rapat anggota.   

(4) Teori Pemilikan Bersama oleh Marcel Ferdinand Planiol yang dikemukakan 

dalam bukunya “Traité élémentaire de Droit Civil” pada tahun 1928, 

meyebutkan bahwa badan hukum tidak lain merupakan perkumpulan 

manusia yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan 

kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban anggota 

perkumpulan tersebut secara bersama-sama. Jadi badan hukum hanya 

konstruksi yuridis belaka. 

PT merupakan badan hukum yang mempunyai sifat dan ciri yang berbeda 

dengan badan usaha lainnya, seperti Perusahaan Perorangan/Perusahaan Dagang, 

Maatschaap (Persekutuan Perdata), Commanditaire Vennootschap (CV), 

Vennootschap Onder Firma (Firma); bahkan dari badan hukum lainnya seperti 

Yayasan, Koperasi, Perusahaan Umum (PERUM), Perusahaan Jawatan 

(PERJAN), dan Persero.  

Sebagai badan hukum, PT merupakan subyek hukum, dimana sebagai 

sebuah badan dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada 

umumnya.3 Akan tetapi demi hukum, badan hukum tidak mempunyai status yang 

sama dengan organ perorangan. Banyak hak dan kewajiban yang hanya dapat 

dimiliki dan dilaksanakan oleh orang-perorangan semata-mata. Hukum 

orang/pribadi, hukum keluarga, hukum waris tidak berlaku bagi badan hukum.4 

                         
 
 3Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Djambatan, 2007),     
hlm. 2. 
 
 4Widjaja, Gunawan. Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT, 
(Jakarta: FrumSahabat, 2008), hlm. 15. 
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Sebuah PT memperoleh status badan hukum efektif sejak tanggal 

diterbitkannya Keputusan Menkumham mengenai pengesahan badan hukum 

Perseroan.5 

Untuk mendapatkan Keputusan Menkumham tersebut, pendiri perseroan, 

dengan memberikan kuasa kepada notaris, harus memenuhi persyaratan berikut 

ini:6 

(1) Mengajukan pemakaian nama Perseroan; 

(2) Mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem 

administrasi badan hukum (untuk selanjutnya disebut Sisminbakum) secara 

elektronik mengisi format isian, yang disebut Format Isian Akta Notaris 

(selanjutnya disebut FIAN) Model I untuk permohonan pengesahan status 

badan hukum Perseroan,7 yang memuat: 

i) nama dan tempat kedudukan Perseroan; 

ii) jangka waktu berdirinya Perseroan; 

iii) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

iv) jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 

v) alamat lengkap Perseroan. 

(3) Permohonan diajukan paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta 

pendirian Perseroan ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai 

dokumen pendukung. 

Dokumen pendukung tersebut meliputi: 
 

a. salinan akta pendirian Perseroan dan salinan akta perubahan 
pendirian Perseroan, jika ada; 

b. salinan akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan 
dalam rangka peleburan; 

 
                         
 

5UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7 ayat (4). 
 

6UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 9 dan 10. 
 
 7Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri 
Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang  Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan 
Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, Penyampaian 
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan. Peraturan 
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M-01-HT.01-10 Tahun 2007 tanggal 21 
September 2007, Pasal 1 ayat 4. 
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c. bukti pembayaran biaya untuk: 
1) persetujuan pemakaian nama; 
2) pengesahan badan hukum perseroan; dan 
3) pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik 

Indonesia. 
d. bukti setor modal Perseroan berupa: 

1) slip setoran atau keterangan bank atas nama Perseroan atau 
rekening bersama atas nama para pendiri atau pernyataan 
telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh 
semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta 
semua anggota Dewan Komisaris Perseroan, jika setoran 
modal dalam bentuk uang. 

2) keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau 
bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk 
lain selain uang yang disertai pengumuman dalam surat 
kabar jika setoran modal dalam bentuk benda tidak 
bergerak; 

3) Peraturan Pemerintah dan/atau surat keputusan Menteri 
Keuangan bagi Perseroan Persero; atau 

4) neraca dari Perseroan atau neraca badan usaha bukan badan 
hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal. 

e. surat keterangan alamat lengkap Perseroan dari Pengelola 
Gedung atau surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan 
ditandatangani oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua 
pendiri serta semua anggora Dewan Komisaris Perseroan; dan 

f. dokumen pendukung lain dari instansi terkait dengan peraturan 
perundang-undangan.8 
  

(4) Jika Menkumham menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan tersebut 

secara elektronik,  maka dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung 

sejak tanggal pernyataan tidak berkeberatan, pemohon menyampaikan 

secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung. 

Apabila semua persyaratan telah dipenuhi secara lengkap, maka paling lambat 14 

hari terhitung sejak tanggal penyerahan fisik dokumen fisik tersebut Kementerian 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut Kementerian Hukum 

Dan HAM) menerbitkan keputusan pengesahan badan hukum Perseroan yang 

ditandatangani secara elektronik. 

Nomor dan tanggal akta pendirian, Keputusan Menkumham mengenai 

pengesahan badan hukum Perseroan, nama dan tempat kedudukan notaris yang 

                         
  
 8UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 7. 
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membuat akta pendirian, nama lengkap dan alamat pemegang saham, anggota 

Direksi dan anggota Dewan Komisaris, yang seluruhnya merupakan data 

Perseroan dimuat dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian 

Hukum Dan HAM pada tanggal yang bersamaan dengan tanggal Keputusan 

Menkumham tersebut. Kementerian Hukum Dan HAM kemudian mengumumkan 

dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia akta pendirian Perseroan 

beserta Keputusan Menkumham tersebut dalam waktu paling lambat 14 hari 

terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menkumham dimaksud.9 

 

b. Persekutuan modal  

Persekutuan modal adalah persekutuan yang mengutamakan terkumpulnya 

modal sebanyak-banyaknya dengan cara menjual saham.10 

Istilah perseroan pada PT menunjuk pada cara penentuan modal pada badan 

hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas pada 

batas tanggung jawab para persero atau pemegang saham, yaitu hanya terbatas 

pada jumlah nilai nominal dari semua saham yang dimiliki.11 Pemegang saham PT 

yang telah berbadan hukum tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan 

yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian 

Perseroan melebihi saham yang dimiliki, sepanjang dilakukan dengan itikad 

baik.12 

Ada lima alasan dikembangkannya “principles of economic efficiency” 

sehubungan dengan pertanggungjawaban terbatas bagi PT: 

 “1. limited liability decreases the need for shareholders to monitor the 
managers of companies in which they invest because the financial 
consequences of company failure are limited. 

                         
 

9UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 29 dan 30. 
 
 10Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, Loc.Cit., hlm. 15. 
 
 11C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut 
Undang-undang No. 40 Tahun 2007, (Jakarta: Rineka Cipta, April 2009), hlm. 10. 

 
12Bandingkan dengan UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 3. 
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2. limited liability provides incentives for managers to act efficiently and 
in the interests of shareholders by promoting the free transfer of 
shares. 

3. limited liability assists the efficient operation of the securities markets 
because, as ..... the prices at which shares trade does nor depend upon 
an evaluation of the wealth of individual shareholders. 

4. limited liability permits efficient diversification by shareholders, which 
in turn allows shareholders to reduce their individual risk. 

5. Limited liability facilitates optimal investment decisions by managers. 
.... limited liability provides incentives for shareholders to hold 
diversified portofolios.”13 

  

Kebalikan dari persekutuan modal adalah persekutuan orang. Persekutuan 

modal berbeda dengan persekutuan orang yang lebih mengutamakan kualitas 

sekutunya. Firma adalah salah satu bentuk usaha persekutuan orang, di mana di 

dalamnya terdapat ‘nama bersama’.14 Para sekutu yang melepaskan modal adalah 

juga sekutu yang melakukan pengurusan dan pengelolaan terhadap firma tersebut. 

Pengurusan atau pengelolaan harta persekutuan adalah pengelolaan harta 

kekayaan pengurus itu sendiri. Sekutu dalam Firma dikenakan tanggung jawab 

renteng atau tanggung menanggung, dan perbuatan sekutu mengikat persekutuan 

tersebut.15  

Tanggung jawab terbatas bagi harta kekayaan pribadi pemegang saham PT 

memberikan manfaat kepada pemegang saham. Bahwa tidak setiap kegiatan dari 

pengurus PT memerlukan pengetahuan atau persetujuan pemegang saham, pada 

akhirnya mengurangi peran pemegang saham dalam melakukan pengawasan 

secara terus menerus dan waktu ke waktu terhadap jalannya kegiatan pengelolaan 

Perseroan. Peran pengawasan oleh pemegang saham dapat dilakukan dalam 

wadah RUPS Tahunan atau RUPS Luar Biasa.  Makin besar saham yang dimiliki 

pemegang saham makin besar kewenangan yang dimilikinya dalam RUPS. 

                         
 
 13Easterbrook, F dan D Fischel, The Economic Structure of Corporate Law. 1991. 
Sebagaimana dikutip oleh Gunawan Widjaja. Risiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris 
& Pemilik PT, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hlm. 20. 
 

14Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, Loc.Cit. 
  
 15Gunawan Widjaja. Loc. Cit., hlm. 20-21. 
 

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012 



  

  Universitas Indonesia 

17 

Akan tetapi sifat pertanggungjawaban terbatas dalam suatu badan hukum PT 

tidak dapat dipergunakan untuk merugikan kepentingan pihak ketiga yang 

beritikad baik. Hukum harta kekayaan menjamin bahwa setiap piutang pasti ada 

jaminannya; dan untuk itulah mekanisme Actio Paulina diberlakukan agar harta 

kekayaan debitur tetap cukup untuk membayar kewajibannya. Bagi suatu badan 

hukum PT yang pengelolaan dan jalannya kegiatan Perseroan diserahkan 

sepenuhnya pada individu manusia yang memiliki kehendak yang dapat saja 

berseberangan dengan maksud dan tujuan PT, maka harta kekayaan perseroan 

harus dapat dilindungi dari tindakan perorangan sedemikian termasuk kreditor 

perseroan dalam kepailitan. Dalam hal ini berlaku teori “Piercing the Corporate 

Veil”  yang menyatakan bahwa jika “keadaan  terpisah” antara perseroan dengan 

pemegang saham tidak ada, maka selayaknyalah jika sifat pertanggungjawaban 

terbatas dari pemegang saham juga dihapuskan. Dengan tidak adanya pembatas 

antara perseroan dan pemegang saham dalam melakukan pengelolaan perseroan, 

maka pembatas pertanggungjawaban terbataspun demi hukum hapus dan 

bercampur  menjadi  satu.  Jadi dalam hal ini pemegang saham  turut  bertanggung  

jawab secara pribadi terhadap kerugian PT.”16 

                         
 
 16Ibid., hlm. 19-22, 37-40. 
Pasal 3 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 yang mengatur pengecualian terhadap Pasal 2, 
menganut pemberlakuan prinsip Piercing the Corporate Veil, yaitu dalam hal 
perlindungan kepada kreditor perseroan: 
(1) persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi; 
(2) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk 

memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi; 
(3) pemegang saham terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh 

Perseroan; atau 
(4) pemegang saham baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum 

menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan 
menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan. 

Prinsip Piercing the Corporate Veil juga terkandung dalam Pasal 61 dan 62 UU No. 40 
Tahun 2007, yang merupakan bentuk perlindungan kepada pemegang saham minoritas: 
(1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke 

pengadilan negeri tempat kedudukan Perseroan apabila dirugikan karena tindakan 
Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat 
kepengurusan RUPS, Direksi dan/atau Dewan Komisaris. 

(2) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli 
dengan harga yang wajar, termasuk mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh 
pihak ketiga, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang 
merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa: 
i) perubahan anggaran dasar; 
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c. Didirikan berdasarkan perjanjian 

Terbentuknya PT menunjukkan adanya suatu perkumpulan dari orang-orang 

yang bersepakat mendirikan sebuah badan usaha yang berbentuk PT.17   

Kesepakatan tersebut membentuk perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), untuk 

sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu: 

(1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 

(2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 

(3) suatu hal tertentu; 

(4) suatu sebab yang halal. 

Untuk sahnya perjanjian pembentukan PT, selain keempat syarat tersebut 

diperlukan formalitas tertentu, yaitu:18 

a) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang 

dibuat dalam bahasa Indonesia (Pasal 7 ayat (1) UU No. 40/2007). 

b) Akta notaris yang dimaksud adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di 

hadapan Notaris menurut UU No. 30/2004 (Pasal 1 angka 7 UU No. 

30/2004). 

Perbuatan hukum ini menunjukkan adanya kehendak yang tertuju pada suatu 

akibat hukum, yaitu pendirian PT. Dengan demikian pendirian PT merupakan 

Perjanjian Formil.19 

Mengapa pendirian PT dan berbagai aspek Perseroan harus diatur dengan 

undang-undang?  Karena pengaturan yang komprehensif oleh undang-undang, 

diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih 

                                                                    
 
ii) pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan yang mempunyai nilai lebih 

dari 50% kekayaan bersih Perseroan; atau 
iii) Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan. 

 
 17Gatot Supramono, Loc. Cit., hlm. 3. 

 
18Ibid., hlm. 5-6. 
 
19Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di 

Bidang Kenotariatan, cet. 2, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 47-48. 
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memberikan kepastian hukum khususnya pada dunia usaha, yang selanjutnya 

dapat menjamin iklim dunia usaha yang kondusif.20 

 

d. Melakukan kegiatan usaha 

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang 

dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.21 

Hal ini mengandung makna bahwa maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

yang dijalankan oleh Perseroan harus dicantumkan dalam anggaran dasar 

Perseroan. Dalam melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dalam rangka 

menjalankan kegiatan usaha, tujuan utama Perseroan adalah untuk memperoleh 

laba atau keuntungan. Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan tersebut tidak 

boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa PMA yang telah 

berbadan hukum (PT PMA) dianggap sebagai badan usaha berskala besar, karena 

itu perlu ada mekanisme pengawasan agar kepentingan ekonomi nasional 

termasuk perkembangan dan perlindungan usaha nasional mikro, kecil, menengah 

dan koperasi tidak dilanggar. Peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sekarang yang cukup tegas mengatur agar bidang usaha yang diprioritaskan untuk 

usaha mikro, kecil, menengah tidak dilanggar adalah Peraturan Presiden No. 36 

Tahun 2010 Peraturan tentang Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha 

Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. 

 

e. Modal dasar terbagi atas saham 

Modal dasar dibagi atas saham-saham yang masing-masing memiliki nilai 

nominal saham sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. 

                         
 
20UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Penjelasan paragraf 1 dan 13. 

 
21UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 18. 
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Nilai nominal saham adalah nilai yang tertera pada lembar saham. Nilai 

nominal berbeda dengan nilai intrinsik. Nilai intrinsik saham adalah nilai 

ekonomis atau nilai jual dari dari saham tersebut.22 

Saham  Perseroan  dikeluarkan  atas  nama  pemiliknya.  Nilai  saham  harus 

dicantumkan dalam mata uang Rupiah. Saham tanpa nilai nominal tidak dapat 

dikeluarkan, kecuali Perseroan yang tunduk pada peraturan perundang-undangan 

pasar modal. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang 

dimilikinya.23 

Mengacu pada Pasal 31 sampai 35 UU No. 40/2007, modal Perseroan diatur 

sebagai berikut: 

(1) Modal dasar terdiri atas seluruh nilai nominal saham. 

(2) Modal dasar paling sedikit Rp50 juta. Namun untuk kegiatan usaha tertentu, 

undang-undang dapat menentukan jumlah minimum modal yang lebih besar 

dari Rp50 juta. Contoh: bidang usaha perbankan, asuransi, konstruksi, dan 

lain-lain. 

(3) Paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. 

Penambahan modal yang ditempatkan harus disetor penuh. 

(4) Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau 

bentuk lainnya. Penilaian setoran modal saham dalam bentuk lain ditentukan 

berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh 

ahli yang tidak terafiliasi atau independen dengan Perseroan. Penyetoran 

dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan minimal dalam satu 

surat kabar dalam jangka waktu minimal 14 hari setelah akta pendirian 

ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk 

selanjutnya disebut RUPS) memutuskan penyetoran saham. 

(5) Pemegang saham dan kreditor yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan 

tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban 

penyetoran atas harga saham yang telah diambilnya, kecuali disetujui oleh 

                         
 
 22C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Loc. Cit., hlm. 10. 
 

23UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 48, 49, dan 51. 
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RUPS. Dalam hal ini hak tagih yang dapat dikompensasi adalah yang timbul 

karena: 

i) Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau 

tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; 

ii) pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang Perseroan telah 

membayar lunas utang Perseroan sebesar yang ditanggung atau 

dijamin; atau 

iii) Perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga  

dan Perseroan telah menerima manfaat berupa uang atau barang dapat 

dinilai dengan uang baik langsung atau tidak langsung secara nyata 

telah diterima  Perseroan. 

(6) Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri atau dimiliki 

oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung 

telah dimiliki oleh Perseroan. Hal ini tidak berlaku terhadap kepemilikan 

saham yang diperoleh berdasarkan peralihan karena hukum, hibah, atau 

hibah wasiat, dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu satu tahun 

setelah perolehan harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang 

memiliki saham Perseroan. Bila perseroan lain tersebut merupakan 

perusahaan efek, maka berlaku peraturan perundang-undangan di bidang 

pasar modal. 

Sebagai badan hukum, dimana PT merupakan subyek hukum yang dapat 

dibebani hak dan kewajiban serta bertindak seperti halnya manusia, maka 

pendirian PT harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:24 

a. memiliki harta kekayaan sendiri yang terpisah dari ketentuan anggota atau 

kekayaan pengurus; 

b. memiliki tujuan sendiri yang terpisah dari tujuan para anggota atau 

pengurus; 

c. memiliki kepentingan sendiri; 

d. memiliki organisasi yang teratur (organ). 

                         
 

24Man S. Sastrawidjaja, Rai Mantili, Loc.Cit., hlm. 15. 
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Sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari 

kekayaan pribadi masing-masing persero (pemegang saham) maupun dengan 

kekayaan  pengurusnya,  dalam  hal  ini  Direksi.   Kekayaan  yang  terbentuk   ini 

merupakan jaminan bagi semua perikatan perseroan.25 

Perseroan memiliki kepentingan. Perbuatan hukum sebuah PT dilakukan 

oleh Direksi untuk dan atas nama PT, dan perbuatan hukum mengikat PT 

tersebut.26 

PT memiliki organ yang gunanya untuk menggerakkan perseroan agar 

badan hukum dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Organ tersebut terdiri 

dari:27 

i) RUPS, 

ii) Direksi, dan  

iii) Dewan Komisaris. 

RUPS merupakan organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam 

perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada organ 

perseroan lainnya. RUPS mengangkat dan memberhentikan Direksi dan 

Komisaris, menetapkan garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, 

menetapkan hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar, dll.28 

Direksi adalah organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili 

perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 

Anggaran Dasar. Direksi kedudukannya sebagai eksekutif dalam perseroan, 

tindakannya dibatasi oleh anggaran dasar perseroan.29  Organ Direksi dipilih  oleh  

                         
 

 25Ibid. 
 
 26Ibid. 
 
 27Gatot Supramono, Loc.Cit., hlm. 3. 
 
 28Ibid. 
  
 29Ibid. 
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RUPS, dan karenanya harus pula bertanggung jawab kepada RUPS.30  

Organ Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan 

pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada 

Direksi dalam menjalankan perseroan.31  Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris 

juga dibatasi oleh anggaran dasar. 

Karena di samping organ Direksi, PT mempunyai organ Dewan Komisaris 

maka sistem ini disebut sistem “dewan ganda” (two tierboard). 

 

Ditinjau dari cara menghimpun modal perseroan, maka Perseroan dapat 

dibedakan menjadi empat jenis, yaitu:32 

a. PT Terbuka: adalah suatu PT di mana masyarakat luas dapat ikut serta 

menanamkan modalnya dengan cara membeli saham yang ditawarkan oleh 

PT tersebut melalui bursa dalam rangka memupuk modal untuk investasi 

PT.  PT Terbuka juga disebut PT yang go-public. 

b. PT Publik: adalah PT yang tidak melakukan penawaran umum, dalam arti 

tidak menjual sahamnya melalui bursa (go-public), namun modalnya sangat 

besar dan terbagi atas sejumlah pemegang saham yang banyak sekali. 

c. PT Tertutup: adalah PT yang didirikan dengan tidak menjual sahamnya 

kepada masyarakat luas, yang berarti tidak setiap orang dapat ikut 

menanamkan modalnya. Umumnya modal berasal dari kalangan tertentu 

misalnya hanya dari kerabat, keluarga, atau kalangan terbatas. 

d. PT Perseorangan: adalah PT yang sahamnya dikuasai oleh satu pemegang 

saham saja.  Hal ini dapat terjadi dimana pada saat pendirian PT terdapat 

lebih dari satu pemegang saham, yang kemudian beralih menjadi satu 

pemegang saham. 

Pembahasan dalam penulisan ini akan lebih mengarah kepada jenis 

perseroan terbatas tertutup. 

                         
 30Johannes Ibrahim, Hukum Organisasi Perusahaan, (Bandung: PT Refika 
Aditama, April 2006), hlm. 65. 
 

 31Gatot Supramono, Loc.Cit., hlm. 4. 
 

32C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Loc. Cit.., hlm. 2. 
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1.2 Perseroan Terbatas Sebagai Sarana Penanaman Modal Asing 

Dalam hukum ekonomi, istilah penanaman modal berarti penanaman modal 

yang dilakukan langsung oleh investor lokal (domestic investment), investor asing 

(foreign direct investment atau FDI), dan penanaman modal yang dilakukan secara 

tidak langsung oleh pihak asing (foreign indirect investment atau FII).  Bentuk FII 

lebih dikenal dengan istilah penanaman modal dalam bentuk portofolio yaitu 

pembelian efek melalui Pasar Modal (Capital Market).33 

Beberapa pengertian penanaman modal menurut beberapa literatur berikut: 

a. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi, menggunakan istilah investasi yang 

berarti: 

“penggunaan modal untuk menciptakan uang, baik melalui sarana 
yang menghasilkan pendapatan maupun melalui ventura yang lebih 
berorientasi ke risiko yang dirancang untuk mendapatkan modal.  
Investasi dapat pula berarti menunjuk ke suatu investasi keuangan (di 
mana investor menempatkan uang ke dalam suatu sarana) atau 
menunjuk ke investasi suatu usaha atau waktu seseorang yang ingin 
memetik keuntungan dari keberhasilan pekerjaannya.”34 

 

b. Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, menggunakan istilah 

investment atau investasi, yaitu penanaman modal digunakan untuk: 

“penggunaan atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi 
barang-barang atau produsen atau barang-barang konsumen. Dalam arti 
yang semata-mata bercorak keuangan, investment mungkin berarti 
penempatan dana-dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka 
waktu yang relatif panjang, supaya memperoleh suatu hasil yang 
teratur dengan maksimum keamanan.” 35 

                         
  

 33Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, 
Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan 
perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, 
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.  Pasal 1 butir 5 menyebutkan 
bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersil, 
saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak 
berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.   
Pasal 1 butir 24 menyebutkan bahwa portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki 
oleh pihak. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau 
kelompok yang terorganisasi (Pasal 1 butir 23). 
 
 34John Downes dan Jordan Elliott Goodman, Kamus Istilah Keuangan & Investasi, 
Alih bahasa: Soesanto Budhidarmo, (Jakarta: Elex Media Komputendo, 1994), hlm. 300. 
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c. Kamus Ekonomi, menggunakan istilah investment atau investasi, yang 

mempunyai dua makna yaitu: 

“Pertama. Investasi berarti pembelian saham, obligasi dan benda-benda 
tidak bergerak, setelah dilakukan analisis akan menjamin modal yang 
dilekatkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor 
tersebut yang membedakan investasi dengan spekulasi.  
 
Kedua. Dalam teori ekonomi, investasi berarti pembelian alat produksi 
(termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan modal 
berupa uang.” 

 

d. Kamus Hukum Ekonomi, menggunakan istilah investment untuk penanaman 

modal; investasi yang berarti penanaman modal biasanya dilakukan untuk 

jangka panjang, berupa pengadaan aktiva tetap perusahaan atau pembelian 

sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan.36 

e. Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggunakan istilah investasi, yang berarti 

penanaman uang atau modal di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan 

memperoleh keuntungan; juga berarti jumlah uang atau modal yang 

ditanam.37 

f. UU No. 25/2007, menggunakan istilah penanaman modal. Pasal 1 butir 1 

menyebutkan bahwa “Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan 

menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam 

modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.” 

 Dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 2, bahwa yang dimaksud 

dengan “penanaman modal di semua sektor di wilayah negara Republik 

Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk 

penanaman modal tidak langsung atau portofolio.” 

                                                                    
 35A. Abdurrachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Cetakan 6, 
(Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), hlm. 340. 
 
 36A.F. Elly Erawaty, dan J.S. Badudu, Kamus Hukum Ekonomi Indonesia Inggris, 
ed. pendahuluan, (Jakarta: ELIPS, 1996). 
 
 37Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar 
Bahasa Indonesia, ed. 4, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995). 
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 Hal ini cukup jelas karena hal yang berhubungan dengan penanaman modal 

tidak langsung telah diatur tersendiri dalam Undang-undang No. 8 Tahun 

1995 tentang Pasar Modal. 

PMA dapat digolongkan berdasarkan dua bentuk, yaitu:38 

a. PMA sepenuhnya, dimana seluruh modal yang ditanamkan dimiliki oleh 

warga negara atau badan hukum asing. 

b. PMA Joint Venture, yaitu patungan antara modal asing dengan modal yang 

dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penanam modal asing dapat berupa: 

a. Perseorangan warga negara asing; 

b. Badan usaha asing, atau 

c. Pemerintah negara asing. 

PMA Joint Venture memerlukan joint venture agreement (perjanjian 

patungan). Menurut Erman Rajagukguk dkk., yang dimaksud dengan joint venture 

agreement adalah suatu kerja sama antara pemilik modal asing dengan pemilik 

modal nasional berdasarkan suatu perjanjian (kontraktual).39 

Sebagaimana telah diungkapkan pada bab sebelumnya, PMA di Indonesia 

wajib dalam bentuk PT berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam 

wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 

Dengan demikian PMA tidak dapat dilakukan dalam bentuk usaha lain seperti 

perusahaan perorangan, persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, 

yayasan, ataupun koperasi. 

PMA dalam bentuk PT dilakukan dengan: 

a. mengambil bagian saham pada saat pendirian PT; 

b. membeli saham; dan 

c. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

                         
  
 38Salim HS. dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi Di Indonesia, (Jakarta: PT 
RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 164. 
 
 39Erman Rajagukguk, dkk., Hukum Investasi (Bahan Kuliah), (Jakarta: UI Press, 
1995), hlm. 200. 
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PMA dan penanam modal yang mengunakan modal asing meliputi:40 

a. PMA yang dilakukan oleh pemerintah negara lain; 

b. PMA yang dilakukan oleh warga negara asing atau badan usaha asing; 

c. penanam modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari 

pemerintah negara lain. 

 

1.3 Pengertian Dan Fungsi Izin Penanaman Modal Asing Dan Izin Teknis 

Izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang 

mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan 

prosedur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan.41 

Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan 

tingkah laku warga atau penduduk. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa 

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan 

tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dalam arti 

luas, dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya 

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini 

menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum 

mengharuskan adanya pengawasan khusus untuk itu. Dalam arti sempit, izin 

adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin yang didasarkan pada 

keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau 

untuk menghalangi keadaaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur 

tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang dimaksudkan agar dapat 

melakukan pengawasan. Hal yang pokok pada izin ialah bahwa suatu tindakan 

dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan 

yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas 

tertentu bagi tiap kasus. Jadi izin bukan hanya untuk memberi perkenan dalam 

                         
 
40Peraturan Kepala BKPM No. 12/2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara 

Permohonan Penanaman Modal, Pasal 3 ayat (3). 
 
41Sjachran Basah, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi. 

Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi Dan Hukum Lingkungan Di Fakultas 
Hukum UNAIR, (Surabaya: 1995), hlm. 3 
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keadaan–keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang 

diperkenankan dilakukan dengan cara sebagaimana dicantumkan dalam 

ketentuan-ketentuan.42 

Perizinan mempunyai unsur-unsur berikut:43 

a. merupakan instrumen yuridis bagi pemerintah untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan, dan mengupayakan kesejahteraan umum, yaitu dalam bentuk 

ketetapan. Izin merupakan bagian dari ketetapan yang bersifat konstitutif, 

yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak 

dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu, atau 

ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak 

diperbolehkan. 

b. penerbitannya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kewenangan pemerintah untuk menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas  

(diskresionare power) dengan pembatasan peraturan perundang-undangan 

                         
 

42N. M. Spelt dan J. B. J. M. ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting 
oleh Philipus M. Hadjon, (Surabaya: Yuridika, 1993), hlm. 2-3. 

“Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam Hukum 
Administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan 
tingkah laku para warga.  

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau 
peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-
ketentuan larangan perundangan. 

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk 
melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut 
perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan 
khusus atasnya. Ini adalah paparan luas dari pengertian izin. 

Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin 
pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai 
suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya 
ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya 
dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan 
sekedarnya. 

Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, 
terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang 
disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap 
kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan–
keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan 
dengan cara tertentu (dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan).” 

 
43Ridwan H. R., Hukum Administrasi Negara. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2007), hlm. 210-217. 
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yang berlaku, dalam arti pemerintah diberi kewenangan untuk 

mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri misalnya mengenai apa dan 

bagaimana kondisi-kondisi yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan 

kepada pemohon, konsekuensi yuridis yang mungkin timbul bila izin 

diberikan atau tidak diberikan, prosedur yang harus diikuti pada saat atau 

setelah izin diberikan  atau ditolak untuk diberikan. 

c. organ pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin yang menjalankan 

urusan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. 

d. digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi peristiwa konkret dan 

individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu 

tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. 

e. prosedur dan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh pemerintah atau 

pemberi izin, yang harus dipenuhi oleh pemohon. Prosedur dan persyaratan 

tersebut tidak boleh melanggar tujuan yang hendak dicapai oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Pemberian Izin Penanaman Modal, perubahan atau perluasannya diberikan 

oleh Pemerintah melalui PTSP yang dikoordinasi oleh BKPM setelah memenuhi 

prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, dalam hal ini 

Kementerian terkait bidang teknis, berdasarkan asas-asas dan untuk memenuhi 

tujuan penyelenggaraan penanaman modal dalam UU No. 25/2007 (lihat uraian 

pada Bab 2 angka 2.1 mengenai Asas-asas yang Terkandung Dalam Undang-

undang Penanaman Modal) dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.   

Pemberian izin teknis yang diperlukan PT PMA untuk melaksanakan 

kegiatan usahanya, seperti rekomendasai izin usaha, izin usaha yang bersifat 

khusus, izin pemilikan atau penggunaan tanah, izin Analisa Mengenai Dampak 

Lingkungan, izin penggunaan tenaga kerja, dan lain-lain, diberikan oleh 

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian terkait bidang teknis, setelah memenuhi 

prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah, berdasarkan  

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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1.4 Badan, Kementerian Atau Lembaga Pemerintah Yang Berkaitan Dengan 

Izin Penanaman Modal Asing Dan Izin Teknis 

Untuk meningkatkan arus PMA ke Indonesia, berbagai upaya terus 

dilakukan oleh Pemerintah.  

Pemerintah Pusat, dalam hal ini BKPM, melakukan koordinasi kebijakan 

penanaman modal.44 BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BKPM 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang 

penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.45 

Sebagai lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal, 

BKPM juga mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga 

atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat 

pusat atau propinsi atau kabupaten/kota, untuk mengoordinasi dan melaksanakan 

pelayanan terpadu satu pintu.46  

Dalam literatur Hukum Administrasi Negara, wewenang yang dimiliki oleh 

penyelenggara negara adalah sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas dalam 

negara hukum. Kewenangan diperlukan dalam melegitimasi tindakan 

penyelengaraan negara. Sumber kewenangan sendiri berasal dari peraturan 

perundang-undangan.47  

Dengan mengacu kepada teori hierarki perundang-undangan (Stufenbau 

Theori) yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, peraturan yang lebih rendah tidak 

boleh melanggar peraturan di atasnya.48  Dalam teori ilmu hukum, asas ini 

dinyatakan dalam ungkapan bahasa Latin sebagai asas “Lex Superiori derogat legi 
                         
  
 44UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 27 ayat 1. 

 
45Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman 

Modal, Pasal 1 dan 2.  
 
46UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 28 ayat 

(1) j. 
 

 47Ridwan H. R., Loc. Cit., hlm. 94. 
  
 48Kelsen, Hans, General Theory of Law and State (Teori Hukum Murni. Dasar-
Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum), Penerjemah: Soemardi, (Jakarta: 
Remidipress, 1995), hlm. 158. 
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Inferiori”  yang berarti peraturan yang lebih tinggi mengenyampingkan peraturan 

yang lebih rendah.49 

Disamping itu ada pula dua asas lain yang berhubungan dengan berlakunya 

perundang-undangan, yaitu:50  

a. Lex Posteriori derogat legi lex Priori, yaitu peraturan baru 

mengenyampingkan peraturan yang lama;  

b. Lex Specialis derogat legi Generali, yaitu peraturan yang bersifat khusus 

mengenyampingkan peraturan yang bersifat umum. 

Ketiga asas tersebut sangat penting dalam kehidupan perundang-undangan, 

karena tanpa asas tersebut tidak ada kepastian hukum.51 

Dengan demikian, dalam melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang penanaman modal, Pemerintah dan instansi yang berwenang 

untuk itu, harus menerapkan ketiga asas tersebut di atas.  

 

1.5 Jabatan Notaris 

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik 

dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30/2004.52   

Notaris juga merupakan suatu profesi. Dalam hal ini, profesi notaris 

merupakan pekerjaan dalam arti khusus yang mempunyai kriteria sebagai 

berikut:53 

a. meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi); 

b. berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus; 

c. bersifat tetap atau terus menerus; 

d. lebih mendahulukan pelayanan daripada imbalan (pendapatan); 

                         
  
 49Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: 
PT Alumni, 2000), hlm. 63. 
 
 50Ibid. 
 
 51Ibid., hlm. 64. 
 

52UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 1. 
  
 53Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2006), hlm. 57-61. 
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e. bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat; 

f. terkelompok dalam suatu organisasi. 

Pekerja yang menjalankan profesinya disebut profesional. Profesional itu 

bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab 

kepada diri sendiri artinya dia bekerja karena integritas moral, intelektual, dan 

profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan, 

seorang profesional selalu mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan 

tuntutan kewajiban hati nuraninya. Bertanggung jawab kepada masyarakat artinya 

kesediaan memberikan pelayanan sebaik mungkin sesuai dengan profesinya, serta 

menghasilkan layanan yang bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. 

Pelayanan yang diberikan tidak semata-mata bermotif mencari keuntungan 

melainkan juga pengabdian kepada sesama manusia.  Bertanggung jawab juga 

berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya itu. 

Kelalaian dalam melaksanakan profesi menimbulkan dampak yang 

membahayakan atau merugikan diri sendiri, orang lain, dan berdosa kepada 

Tuhan.54 Berdasarkan hal tersebut, sebagai profesional, seorang notaris harus 

bertanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat. 

Profesi menuntut pemenuhan nilai moral dari pengembannya. Ada tiga nilai 

moral yang dituntut dari pengemban profesi, termasuk profesi notaris, yaitu:55 

a. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi. 

b. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi. 

c. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi profesi. 

Profesi notaris berkenaan dengan bidang hukum. Sebagai pengemban 

profesi hukum, notaris harus dapat bekerja secara profesional dan fungsional. 

Notaris dituntut untuk memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, 

dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri 

dan masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila terjadi 

penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela 

                         
 
54Ibid., hlm. 60. 
 
55Pendapat Franz Magnis Suseno dikutip dari bukunya Etika Dasar, (Yogyakarta: 

Kanisius, 1975), oleh Abdulkadir Muhammad. Idem, hlm. 61. 
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mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Dalam 

organisasi profesi, ada Dewan Kehormatan yang mengoreksi pelanggaran kode 

etik.56 

 

2. Pasal 3 dan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Dalam 

Rangka Penanaman Modal Asing, Dan Tanggung Jawab Notaris 

 

2.1 Asas-asas yang Terkandung Dalam Undang-undang Penanaman Modal 

Menurut Pasal 3 ayat (1) UU No. 25/2007 dan penjelasannya, penanaman 

modal diselenggarakan berdasarkan: 

a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang meletakkan 

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam 

setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal; 

b. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang 

kegiatan penanaman modal; 

c. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan 

hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang 

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

d. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, yaitu asas 

perlakukan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, baik antara PMDN dan PMA maupun antara 

penanaman modal dari satu negara asing dan penanam modal dari negara 

asing lainnya; 

e. Asas kebersamaan, yaitu asas yang mendorong peran seluruh penanam 

modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan 

kesejahteraan rakyat; 

f. Asas efisiensi berkeadilan, yaitu asas yang mendasari pelaksanaan 

penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam  
                         

 
56Ibid., hlm. 62. 
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usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya 

saing; 

g. Asas berkelanjutan, yaitu asas yang secara terencana mengupayakan 

berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk 

menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik 

untuk masa kini maupun yang akan datang; 

h. Asas berwawasan lingkungan, yaitu asas penanaman modal yang dilakukan 

dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan 

pemeliharaan lingkungan hidup; 

i. Asas kemandirian, yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan tetap 

mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada 

masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi;  

j. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, yaitu asas 

yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam 

kesatuan ekonomi nasional. 

Adapun tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain 

dimaksudkan untuk: 

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; 

b. menciptakan lapangan kerja; 

c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 

d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; 

e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; 

f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 

g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan 

menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri; dan 

h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Sebagaimana telah dijabarkan di atas, jelaslah bahwa dalam rangka 

penanaman modal, negara Indonesia tidak hanya memobilisasi dana yang berasal 

dari dalam negeri tetapi juga yang berasal dari luar negeri, sebagai bentuk 

perwujudan asas kemandirian serta menerapkan asas perlakuan yang sama dan 

tidak membedakan asal negara, dengan tetap memperhatikan asas-asas lainnya. 
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Asas ini sejalan dengan prinsip Most-Favoured-Nation dan prinsip National 

Treatment yang dipegang oleh negara anggota WTO, di mana Indonesia menjadi 

salah satu anggotanya. 

Dibutuhkan peraturan perundang-undangan dan penerapan yang konsisten 

sebagai pewujudan asas kepastian hukum, asas akuntabilitas dan asas efisiensi 

berkeadilan agar penanaman modal asing secara efektif dan efisien turut 

mendukung keseimbangan kemajuan ekonomi nasional serta mendorong 

pengembangan ekonomi kerakyatan. 

 

2.2 Asas dan Prinsip Dasar Pendirian Perseroan Terbatas Menurut Undang-

undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Usaha Mikro, Kecil, 

Dan Menengah  

Pendirian PT harus memenuhi asas itikad baik, asas kepantasan, asas 

kepatuhan, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (good corporate 

governance).  Hal ini tercantum dalam Penjelasan Pasal 4 UU No. 40/2007.  

Berlakunya UU No. 40/2007, anggaran dasar PT, dan peraturan perundang-

undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap PT untuk menaati asas-asas dan 

prinsip dalam menjalankan PT tersebut.  Dengan kata lain, dalam menjalankan PT, 

setiap asas dan prinsip tersebut harus ditaati. 

Di samping itu, pendirian PT tidak boleh melanggar ketentuan UU No. 

20/2008. Negara melindungi dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan 

menengah yang berasaskan: 

a. kekeluargaan; 

b. demokrasi ekonomi; 

c. kebersamaan; 

d. efisiensi berkeadilan; 

e. berkelanjutan; 

f. berwawasan lingkungan; 

g. keseimbangan kemajuan; dan 

h. kesatuan ekonomi nasional. 

Usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan 

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012 



  

  Universitas Indonesia 

36 

berdasaskan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dengan mengacu pada bagian 

Penjelasan UU No. 20/2008, hal ini diartikan bahwa usaha mikro, kecil dan 

menengah diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian 

nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, dengan mengedepankan 

efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, 

kondusif, dan berdaya saing. 

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 20/2008, kriteria usaha mikro, kecil dan 

menengah adalah: 

a. memiliki kekayaan bersih sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000 

(sepuluh milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; 

atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak 

Rp50,000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah). 

Dengan kata lain PMA yang dikategorikan sebagai usaha berskala besar 

memiliki kriteria di atas ketentuan usaha mikro, kecil dan menengah tersebut. 

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta 

kelembagaan usaha mikro, kecil dan menengah dalam perekonomian nasional, 

maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah 

Daerah, Dunia Usaha, termasuk dalam hal ini penanaman modal asing, dan 

masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. 

 

2.3 Kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Teknis, 

Dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Melalui UU No. 25/2007, Pemerintah diberi wewenang untuk:57 

a. Menentukan perincian bidang-bidang usaha bagi PMA; 

b. Menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh PMA secara kasuistis; 

c. Menetapkan bidang-bidang usaha tertentu yang tertutup bagi PMA; 

d. Menetapkan bidang-bidang usaha yang dapat dijalankan dengan kerjasama 

antara PMA dan PMDN. 

                         
  

 57C.F.G. Sunarjati Hartono, Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman 
Modal Asing di Indonesia, (Bandung: Bina Tjipta, 1972), hlm. 40. 
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Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh badan, departemen atau lembaga 

Pemerintah yang berkaitan dengan pengurusan Persetujuan PMA, yaitu58: 

a. BKPM. 

b. Pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan secara langsung dari 

setiap sektor dan daerah terkait dengan penanaman modal. 

BKPM adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung 

jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang kepala yang  

diangkat, bertanggung jawab, dan diberhentikan oleh Presiden.59 BKPM 

melakukan koordinasi kebijakan penanaman modal antar instansi Pemerintah, 

antara instansi pemerintah dengan Bank Indonesia, antara instansi Pemerintah 

dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.  

Koordinasi pelaksanaan kebijakan penanaman modal dilakukan oleh BKPM, 

yang bertugas dan berfungsi sebagai berikut:60 

a. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanaman modal; 

b. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal; 

c. Menetapkan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan 

pelayanan penanaman modal, 

d. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan 

memberdayakan badan usaha; 

e. Membuat peta penanaman modal di Indonesia; 

f. Mempromosikan penanaman modal; 

g. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan 

penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya 

saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan 

informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman 

modal; 

                         
 
58UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 27 ayat (2) dan 29. 

 
59UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 dan 27. 
 
60UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 27 ayat (2). 
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h. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan 

yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman 

modal; 

i. Mengoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan 

penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia; dan 

j. Mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu. 

Sebuah badan usaha PMA yang telah mendapat pengesahan badan hukum 

PT  dan akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dari instansi  yang 

memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.61 

BKPM mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga 

atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat 

pusat atau propinsi atau kabupaten/kota, untuk mengoordinasi dan melaksanakan 

PTSP.62 

PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Nonperizinan 

yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau 

instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses 

pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya 

dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.63 Kewenangan BKPM atas urusan 

Pemerintah  di  bidang  penanaman  modal  dari  Menteri  teknis/Kepala  Lembaga  

                         
 
61UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 25 ayat (1) dan (4). 
Sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam UU No. 25/2007, BKPM telah 

mengeluarkan revisi atas Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal yaitu 
Peraturan Kepala BKPM No. 1/P/2008 tanggal 3 April 2008, yang telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tanggal 23 Desember 2009. 

 
62UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 26 dan 28 ayat (1) j. 
 
63Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 1 angka 5. 
 

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012 



  

  Universitas Indonesia 

39 

Pemerintah Non Departemen tersebut terdiri dari:64 

a. Penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas provinsi; 

b. Urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang meliputi: 

i)   penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak 

terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; 

ii)  penanaman modal di bidang industri yang merupakan prioritas tinggi 

pada skala nasional; 

iii)  penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung 

antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; 

iv) penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan 

dan keamanan nasional; 

v) penanaman modal asing yang dilakukan oleh pemerintah negara lain 

atau warga negara asing atau badan hukum asing, dan penanaman 

modal yang menggunakan modal asing yang berasal dari pemerintah 

negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah 

dan pemerintah negara lain;  

vi) bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah 

menurut undang-undang. 

PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah provinsi, yaitu gubernur, 

diselenggarakan dengan memberikan pendelegasian wewenang pemberian 

perizinan dan nonperizinan atas urusan pemerintahan di bidang penanaman modal 

kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (selanjutnya 

disebut PDPPM). PTSP di bidang penanaman modal oleh pemerintah 

kabupaten/kota, yaitu Bupati/Walikota, diselenggarakan dengan memberikan 

pendelegasian wewenang pemberian perizinan dan nonperizinan atas urusan 

pemerintahan di bidang penanaman modal kepada Kepala Perangkat Daerah 

Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (selanjutnya disebut PDKPM). PTSP 

di bidang penanaman modal di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas 

                         
 

64Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 3. 
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dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang kawasan 

perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.65 

Ruang lingkup pelayanan penanaman modal adalah: 

a. Pelayanan perizinan, meliputi antara lain: 

i)   Pendaftaran Penanaman Modal; 

ii)  Izin Prinsip Penanaman Modal; 

iii)  Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal; 

iv) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal; 

v) Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan 

Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan; 

vi) Izin Lokasi; 

vii)  Persetujuan Pemanfaatan Ruang; 

viii)  Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 

ix) Izin Gangguan (UUG/Hinder Ordonantie); 

x) Surat Izin Pengambilan Air Bawah Tanah; 

xi) Tanda Daftar Perusahaan (TDP); 

xii)  Hak atas tanah; 

xiii)  Izin lainnya dalam rangka penanaman modal. 

b. Pelayanan perizinan, meliputi antara lain: 

i)   fasilitas bea masuk atas impor mesin; 

ii)  fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan; 

iii)  usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Badan; 

iv) Angka Pengenal Importir-Produsen; 

v) Persetujuan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); 

vi) Rekomendasi Visa untuk bekerja (TA01); 

vii)  Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); 

viii)  Insentif daerah; 

ix) Layanan informasi dan layanan pengaduan. 

Memperhatikan hal tersebut di atas, BKPM memiliki kewenangan untuk 

memberikan persetujuan Pendaftaran Penanaman Modal dan Izin Prinsip 
                         
 

65Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 5-8. 
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Penanaman Modal kepada PMA yang akan mendirikan PT di Indonesia, serta Izin 

Usaha kepada PMA yang telah berbadan hukum PT yang telah siap beroperasi 

komersial. 

Akan tetapi kewenangan BKPM tersebut tidak mencakup pemberian izin 

prinsip dan izin usaha untuk investasi di sektor Minyak & Gas Bumi, Perbankan, 

Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha, Pertambangan dalam 

rangka Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, 

dan Investasi Porto Folio (Pasar Modal).66  Penanam modal asing memperoleh izin 

yang dikeluarkan oleh instansi yang memiliki kewenangan untuk sektor-sektor ini. 

Misalnya, berdasarkan kesepakatan Production Sharing Contract (Kontrak Bagi 

Hasil) dengan Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan usaha hulu, perusahaan 

penanam   modal  asing  tersebut  kemudian  mendirikan  cabang  (disebut   Badan 

Usaha Tetap) di Indonesia dan langsung melakukan kegiatan usaha tersebut.67 

 

2.4 Izin Penanaman Modal Asing, Izin Teknis, Akta Anggaran Dasar 

Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk persetujuan awal Pemerintah 

sebagai dasar memulai rencana penanaman modal.68 Penanam modal asing yang 

akan melakukan penanaman modal di Indonesia mengajukan permohonan 

Pendaftaran Penanaman Modal ke PTSP BKPM, sebelum atau sesudah berstatus 

badan hukum PT.69 

Daftar bidang usaha yang tertutup dan daftar bidang usaha yang terbuka 

dengan persyaratan merupakan rujukan penanam modal dalam melakukan pilihan 

bidang usaha kegiatan penanam modal. Pilihan bidang usaha yang tercantum 

                         
 
 66Badan Koordinasi Penanaman Modal, Ringkasan Perkembangan Penanaman 
Modal Bulan Desember 2008, Jakarta, 2009. 
  
 67Badan Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di 
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan 
yang berlaku di Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 18 UU No. 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi).  
 

68Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009, Pasal 1 angka 10. 
 

 69Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara 
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16 angka (1). 
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dalam Pendaftaran Penanaman Modal menjadi persyaratan pembentukan badan 

usaha yang berbadan hukum PT bagi penanam modal asing sebelum melakukan 

kegiatan penanaman modal di Indonesia.70 

Pendaftaran yang diajukan sebelum berstatus badan hukum PT, wajib 

ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian PT. Pendaftaran yang tidak 

ditindaklanjuti dengan dengan pembuatan akta pendirian PT dalam jangka waktu 

6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya Pendaftaran tersebut dinyatakan batal 

demi hukum.71 

Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian PT atau setelah perusahaan 

berstatus badan hukum PT, berlaku sampai dengan perusahaan memiliki Izin 

Prinsip Penanaman Modal, atau memiliki Izin Usaha Penanaman Modal setelah 

perusahaan siap beroperasi/produksi komersial.72 

Perusahaan PMA yang telah berstatus badan hukum PT yang bidang 

usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman 

modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman 

Modal. Faslitas fiskal tersebut adalah fasilitas bea masuk atas impor mesin, 

fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, usulan untuk mendapatkan 

fasilitas Pajak Penghasilan badan.73 

Sedangkan Perusahaan PMA yang bidang usahanya tidak memperoleh 

fasilitas fiskal dan/atau dalam pelaksanaan penanaman modal tidak membutuhkan 

fasilitas fiskal, tidak diwajibkan memiliki Izin Prinsip Penanaman Modal.74 

Perusahaan dapat langsung mengajukan permohonan Izin Usaha Penanaman 

Modal. 

                         
 

70Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria Dan 
Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka 
Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, Pasal 4. 
  
 71Ibid., Pasal 16 angka (3). 
  
 72Ibid., Pasal 16 angka (5). 
 
 73Ibid., Pasal 17 angka (1). 
  
 74Ibid., Pasal 17 angka (3). 
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Penanam modal asing yang akan melakukan penanaman modal dengan cara 

mendirikan perseroan terbatas di Indonesia, terlebih dahulu mengajukan 

permohonan Pendaftaran Penanaman Modal ke PTSP BKPM, sebelum atau 

sesudah berstatus badan hukum PT. Pendaftaran Penanaman Modal adalah bentuk 

persetujuan awal Pemerintah sebagai modal memulai rencana penanaman 

modal.75 

Persetujuan Pendaftaran Penanaman Modal yang dikeluarkan sebelum 

berstatus badan hukum PT wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian 

PT.  Pendaftaran yang tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 6 (enam) bulan 

sejak tanggal diterbitkannya dinyatakan batal demi hukum. Dan apabila dalam 

jangka waktu 6 bulan tersebut terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan 

bidang usaha, maka Pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi 

hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru.76 

Pendaftaran Penanaman Modal yang diajukan setelah dibuatnya akta 

pendirian PT atau setelah perusahaan berstatus badan hukum PT, berlaku sampai 

dengan perusahaan memiliki Izin Prinsip atau perusahaan siap beroperasi/ 

berproduksi komersial.77 

Akta pendirian PT memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan 

dengan pendirian Perseroan. Keterangan lain tersebut memuat sekurang-

kurangnya mengenai pendiri Perseroan, Direksi dan Dewan Komisaris yang 

diangkat pertama kali, serta nama pemegang saham yang telah mengambil bagian 

saham yang telah ditempatkan dan disetor.78 

                         
 
75Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara 

Permohonan Penanaman Modal, Pasal 1 angka 4. 
 

76Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara 
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16. 
 

77Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara 
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16. 

 
78UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 8 ayat (1) dan (2). 
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Anggaran dasar PT memuat sekurang-kurangnya:79 

a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;  

b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;  

c. jangka waktu berdirinya Perseroan;  

d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;  

e. jumlah saham, klasifikasi saham, jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-

hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;  

f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris;  

g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;  

h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan 

Dewan Komisaris;  

i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.  

Perusahaan PMA yang telah berstatus badan hukum PT yang bidang 

usahanya dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman 

modalnya membutuhkan fasilitas fiskal, wajib memiliki Izin Prinsip Penanaman 

Modal.80 Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan 

penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan 

dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.81 Fasilitas 

fiskal tersebut antara lain fasilitas bea masuk atas impor mesin, fasilitas bea 

masuk atas impor barang dan bahan, usulan untuk mendapatkan fasilitas Pajak 

Penghasilan badan.82 

 

                         
 

79UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 15. 
 

80Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara 
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 17. 
 

81Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara 
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 1 angka 14. 
 

82Peraturan Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara 
Permohonan Penanaman Modal, Pasal 16. 
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Panduan investasi – Mekanisme Persetujuan & Lisensi83 

  

 

Lampiran yang diperlukan untuk diserahkan dengan formulir aplikasi Pendaftaran 

Penanaman Modal: 

i) Surat rekomendasi dari negara terkait atau surat yang dikeluarkan oleh 

Kedutaan Besar/Kantor Perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia, 

oleh pemohon dari pemerintah negara lain; 

ii) Fotokopi paspor yang masih berlaku, jika pemohon adalah perorangan 

warga asing; 

iii) Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan dalam bahasa Inggris atau terjemahan 

dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah, jika pemohon adalah 

perusahaan asing; 

iv) Fotokopi Kartu Identitas (KTP) yang masih berlaku, jika pemohon adalah 

perorangan warga Indonesia; 

v) Fotokopi Artikel Pendirian Perusahaan beserta setiap amandemennya dan 

persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia jika pemohon 

mendirikan perusahaan berdasarkan hukum Republik Indonesia; 

                         
 

83Website BKPM, diunduh tanggal 1 Mei 2012. 
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vi) Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi pemohon, baik untuk 

perorangan atau perusahaan Indonesia yang didirikan berdasarkan hukum 

Republik Indonesia; 

vii) Aplikasi harus benar dan ditandatangani dengan meterai oleh seluruh 

pemohon (jika perusahaan belum terdaftar) atau oleh perusahaan Dewan 

Direksi (jika perusahaan sudah terdaftar), dilampiri dengan Surat Kuasa 

dengan materai dari pihak yang bertanda tangan dan/atau mengajukan 

aplikasi, jika pemohon diwakili oleh pihak lain, ketentuan mengenai Surat 

Kuasa diatur dalam peraturan (pasal 63). 

Setelah PT memperoleh status badan hukum (lihat bagian sebelumnya 

mengenai pengesahan badan hukum) dan telah merealisasikan penanaman 

modalnya, serta siap beroperasi komersial, maka Perseroan mengajukan 

permohonan Izin Usaha Penanaman Modal. Izin Usaha Penanaman Modal adalah 

izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan 

produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai 

pelaksanaan atas Pendaftaran/Izin Prinsip Penanaman Modal, kecuali ditentukan 

lain oleh perundang-undangan sektoral. 

 
 
2.5 Penjabaran Maksud. Tujuan, Dan Kegiatan Serta Modal Yang 

Dinyatakan Dalam Mata Uang Asing Dalam Akta Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas 

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan 

penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat.84 Dalam PT 

PMA hubungan hukum tersebut ada dalam hubungan bisnis, hubungan antara 

organ-organ perseroan, dan lain-lain. 

 

2.5.1 Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Perseroan 

Maksud dan tujuan serta kegiatan PT PMA tidak boleh bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

                         
 
84UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Penjelasan Umum paragraf 3. 
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Semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman 

modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan 

persyaratan. Berdasarkan Peraturan Presiden, Pemerintah menetapkan bidang 

usaha yang tertutup untuk penanaman modal, baik asing maupun dalam negeri 

dengan berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, 

pertahanan dan keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya. 

Pemerintah juga menetapkan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan 

berdasarkan kepentingan nasional, yaitu perlindungan sumber daya alam; 

perlindungan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; pengawasan produksi 

dan distribusi, peningkatan kapasitas teknologi, partisipasi modal dalam negeri, 

serta kerja sama dengan badan usaha yang ditunjuk Pemerintah.85 

Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha yang 

dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat:86 

a. dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; 

b. kemitraan; 

c. pembatasan kepemilikan modal asing; 

d. 100% modal dalam negeri; 

e. berada di lokasi tertentu; atau 

f. diatur dengan perizinan khusus. 

Contoh bidang usaha dengan pembatasan kepemilikan modal asing: 

- Usaha Industri Farmasi yaitu Industri Bahan Baku Obat dan Industri Obat 

Jadi, dapat diusahakan oleh PMA dengan kepemilikan modal asing 

maksimal 75%, sedangkan 25% dimiliki oleh penanam modal dalam negeri. 

- Bidang usaha Pedagang Besar Farmasi atau Pedagang Besar Bahan Baku 

Farmasi hanya dapat diusahakan oleh 100% PMDN. 

- Jasa Pelaksana Konstruksi yang menggunakan teknologi tinggi dan/atau 

risiko tinggi dan/atau nilai pekerjaan lebih dari Rp1 milyar, dapat 

diusahakan oleh PMA dengan kepemilikan modal asing maksimal 67%. 
                         
 

85UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 12. 
 

86Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang 
Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman 
Modal, Pasal 2. 
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- Jasa Konsultansi Konstruksi dapat diusahakan oleh PMA dengan 

kepemilikan modal asing maksimal 55%. 

Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang 

Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang 

Penanaman Modal, saat ini menjadi acuan bagi instansi Pemerintah terkait, yaitu 

BKPM, untuk mengeluarkan izin penanaman modal bagi PMA yang bermaksud 

menjalankan kegiatan usaha tertentu di Indonesia. Dan sehubungan dengan itu, 

penjabaran Pasal 4 anggaran dasar PT PMA mengenai maksud, dan tujuan serta 

kegiatan usaha harus sama dan sejalan dengan bidang usaha yang tercantum 

dalam izin penanaman modal Perseroan. 

 

2.5.2 Modal Yang Dinyatakan Dalam Mata Uang Asing 

Telah diuraikan pada halaman 2 bahwa PT PMA yang dikategorikan sebagai 

usaha berskala besar, dan harus memenuhi ketentuan berikut: 

a. memiliki kekayaan bersih di atas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar 

Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp50,000.000.000 (lima puluh 

milyar Rupiah). 

Untuk bidang-bidang usaha tertentu, seperti perbankan, penjamin emisi, 

pedagang perantara efek, dan lain-lain, pemerintah telah menetapkan peraturan 

mengenai jumlah minimum modal yang dimiliki Perseroan. Akan tetapi belum 

ada peraturan perundang-undangan mengatur secara tegas jumlah modal 

minimum yang dimiliki PT PMA untuk bidang usaha lainnya. Sebagai panduan, 

BKPM menerapkan peraturan tidak tertulis jumlah minimum PMA yang akan 

mendirikan PT, yaitu sebesar Rp10 milyar (atau kurang lebih USD1,2 juta) untuk 

setiap bidang usaha, yang diharapkan sepenuhnya dapat direalisasikan pada saat 

Perseroan akan beroperasi komersial. Sumber PMA dapat terdiri dari modal, dan 

pinjaman jika diperlukan. 

Penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk 

lainnya. Bila dilakukan dalam bentuk lainnya, penilaian setoran modal saham 

ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau 

oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk 
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benda tidak bergerak harus diumumkan minimal dalam satu surat kabar dalam 

jangka  waktu  14 hari  setelah akta pendirian  ditandatangani  atau  setelah  RUPS  

memutuskan penyetoran modal saham tersebut.87 

Penjabaran penyetoran modal dalam akta anggaran dasar PT harus 

memenuhi ketentuan UU No. 40/2007. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, 

hubungan hukum juga ada dalam hubungan bisnis, dan dalam hubungan organ 

perseroan termasuk para pemegang saham. Penyajian laporan keuangan bagi PT 

PMA yang permodalannya adalah dalam mata uang asing, mengikuti standar 

akuntansi keuangan yang berlaku.88 Standar akuntansi keuangan yang berlaku saat 

ini sehubungan dengan penyajian modal adalah Pernyataan Standar Akuntansi 

Keuangan (untuk selanjutnya disebut PSAK) Nomor 21 tanggal           7 

September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas. Modal yang tercantum dalam 

anggaran dasar perseroan didasarkan atas pencatatan transaksi yang dilakukan 

Perseroan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 

Laporan keuangan PT PMA yang diwajibkan untuk diaudit baik oleh 

anggaran dasar Perseroan dan/atau oleh peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, disampaikan secara  tertulis  kepada  pemegang saham  untuk  mendapat 

pengesahan.89  

Modal PT terdiri atas saham. Pengeluaran saham dicatat sebesar nilai 

nominalnya. Bila jumlah yang diterima dari pengeluaran saham tersebut lebih 

                         
 

87UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 34. 
 
88UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 khususnya ayat (3). 

 
89UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 66 ayat (4) dan Pasal 

68. Pasal 68 ayat (1) menyebutkan bahwa: 
 “Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk 
diaudit apabila: 
a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana 

masyarakat; 
b. Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; 
c. Perseroan merupakan Persreroan Terbuka; 
d. Perseroan merupakan persero; 
e. Perseroan mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai 

paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar Rupiah); atau 
f. diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. 
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besar daripada nilai nominalnya, selisih yang terjadi dibukukan pada akun Agio 

Saham.90  

Penambahan modal disetor dalam bentuk berikut ini dicatat berdasarkan:91 

(a) Jumlah uang yang diterima. 

(b) Setoran saham dalam bentuk uang: sesuai transaksi nyata atau sebenarnya. 

 Untuk jenis saham yang diatur dalam Rupiah dalam akta pendirian, 

penyetoran tunai yang dilakukan dalam bentuk mata uang asing dinilai 

dengan kurs berlaku pada tanggal penyetoran. 

 Untuk jenis saham yang diatur dalam mata uang asing dalam akta 

pendiriannya, penyetoran tunai baik dalam Rupiah atau mata uang asing 

harus dikonversi ke mata uang asing dalam akta pendirian sesuai kurs resmi 

yang berlaku pada tanggal setoran, kecuali akta pendirian atau keputusan 

Pemerintah menentukan kurs tetap. Selisih kurs mata uang asing yang 

timbul sehubungan dengan transaksi modal, harus dibukukan sebagai bagian 

dari modal dalam akun Selisih Kurs atas Modal Disetor dan bukan 

merupakan unsur laba rugi. 

(c) Tagihan atau hutang yang dikonversi menjadi modal: sebesar tagihan yang 

timbul. 

(d) Setoran saham dalam dividen saham: dilakukan dengan harga wajar saham, 

yaitu nilai wajar yang disepakati RUPS untuk saham yang tidak ada harga 

pasarnya, atau harga pasar tanggal transaksi untuk PT yang sahamnya 

terdaftar di Bursa Efek. 

(e) Aktiva selain kas atau uang tunai yang diterima: didasarkan pada nilai 

wajar. 

(f) Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng): menggunakan nilai wajar 

aktiva bukan kas yang diserahkan kepada Perseroan, yaitu nilai appraisal 

pada tanggal transaksi yang disetujui oleh Dewan Komisaris untuk PT yang 

                         
 

90Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 
tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas, angka 15. 

 
91Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 

tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas, angka 5.2 (e), dan angka 13. 
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sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai kesepakatan Dewan Komisaris 

dan penyetor bentuk barang.92 

Pengurangan modal disetor dicatat berdasarkan salah satu cara berikut:93 

(a) jumlah uang yang dibayarkan oleh Perseroan; atau 

(b) besarnya hutang yang timbul; atau 

(c) nilai wajar aktiva bukan kas yang diserahkan. 

Pengurangan modal disetor karena penarikan kembali saham dicatat 

berdasarkan harga perolehan kembali (cost method) atau nilai nominal (par value 

method). Transaksi ini dicatat sebagai pengurang (mendebit) akun Modal Saham 

untuk jumlah lembar dan nilai nominal saham sejenis, dan penambah 

(mengkredit) Modal Saham Yang Diperoleh Kembali.  Selisih harga perolehan 

kembali dengan nilai nominal saham tersebut disajikan sebagai pengurang atau 

penambah akun Agio Saham, dan di sisi lain sebagai penambah atau pengurang 

akun Agio Modal Dari Perolehan Kembali Saham. Defisit (disagio) karena 

transaksi perolehan kembali saham dibebankan pada saldo laba.94 

Saham yang dikeluarkan sehubungan dengan penyertaan modal dalam 

bentuk penyerahan aktiva bukan kas atau pemberian jasa umumnya dinilai sebesar 

nilai wajar aktiva/jasa tersebut atau nilai wajar saham yang bersangkutan, 

tergantung mana yang lebih jelas.95 

Pemegang saham dan kreditur yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan 

tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran 

                         
 

92Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 
tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas, angka 13 (f):  
“Setoran saham dalam bentuk barang (inbreng), menggunakan nilai wajar aktiva bukan 
kas yang diserahkan, yaitu nilai appraisal tanggal transaksi yang disetujui Dewan 
Komisaris untuk PT yang sahamnya terdaftar di Bursa Efek, atau nilai kesepakatan 
Dewan Komisaris dan penyetor bentuk barang. 

 
93Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 

tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas, angka 14.  
 
94Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 

tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas, angka 16, 18 dan 19. 
 
95Ikatan Akuntan Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 21 

tanggal 7 September 1994 tentang Akuntansi Ekuitas, angka 17. 
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atas harga saham yang diambilnya, kecuali disetujui oleh RUPS. Tagihan yang 

dapat dikompensasikan terhadap Perseroan adalah tagihan yang timbul karena: 

a. Perseroan telah menerima uang atau penyerahan benda berwujud atau benda 

tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang; 

b. Penanggung/penjamin hutang Perseroan telah membayar lunas utang 

Perseroan sebesar jumlah yang dijaminkan; atau 

c. Perseroan menjadi penjamin utang pihak ketiga, dan Perseroan telah 

menerima manfaat, baik langsung atau tidak langsung, berupa uang atau 

barang yang dapat dinilai dengan uang. 

 

2.6 Tanggung Jawab Notaris 

 

2.6.1 Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas 

UU No. 40/2007 mengatur bahwa beberapa perbuatan hukum tertentu harus 

dinyatakan dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris, misalnya 

akta pendirian, akta berita acara RUPS, akta pernyataan keputusan rapat, akta 

perubahan anggaran dasar. 

UU No. 40/2007 juga mengatur jangka waktu pembuatan akta, pengajuan 

pelaporan atau pemberitahuan atau permohonan persetujuan akta kepada 

Menkumham. 

 

2.6.2 Menurut Undang-undang Jabatan Notaris 

Oleh Undang-undang, profesi Notaris diberi wewenang menciptakan alat 

pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta 

otentik itu pada pokoknya dianggap benar.96 Hal ini penting bagi mereka yang 

membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, misalnya pembuatan akta 

pendirian dan perubahan anggaran dasar PT PMA dalam bidang usaha tertentu. 

Notaris juga berwenang, antara lain: 

                         
 
96Raden Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia, Edisi 1, Cetakan 2, 

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), hlm. 8-10. 
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a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di 

bawah tangan dan mendaftar dalam buku khusus. 

b. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya. 

c. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. 

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban, antara lain: 

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan 

pihak terkait dalam perbuatan hukum; 

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris; 

c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan 

Minuta Akta. 

d. memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam UU No. 30/2004, kecuali 

ada alasan untuk menolaknya. 

e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji 

jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. 

f. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 

dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, 

dan Notaris. 

Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma 

agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan 

jabatan Notaris. 

Notaris diangkat dan diberhentikan sebagai pejabat umum oleh 

Menkumham.97 Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Kementerian Hukum 

Dan HAM. Dalam melaksanakan pengawasan, Menkumham membentuk Majelis 

Pengawas.  

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan 

kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. 

Majelis Pengawas terdiri atas:  

                         
 
97UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 2, Pasal 67. 
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a. Majelis Pengawas Daerah (untuk selanjutnya disebut MPD), dibentuk dan 

berkedudukan di kabupaten/kota; 

b. Majelis Pengawas Wilayah (untuk selanjutnya disebut MPW), dibentuk dan 

berkedudukan di ibukota provinsi;  

c. Majelis Pengawas Pusat (untuk selanjutnya disebut MPP), dibentuk dan 

berkedudukan di ibukota negara. 

Majelis Pengawas berjumlah 9 (sembilan) orang terdiri atas unsur pemerintah (3 

orang), organisasi Notaris (3 orang), dan ahli/akademisi di bidang hukum (3 

orang).98 

MPD berwenang:99 

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris; 

b. melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala dalam      

1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu; 

c. memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan; 

d. menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang 

bersangkutan; 

e. menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah 

terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; 

f. menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara 

Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara; 

g. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran 

Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan UU No. 30/2004; dan 

h. membuat dan menyampaikan laporan mengenai hal-hal tersebut di atas 

kepada MPW. 

 MPD berkewajiban:100 

                         
 
98UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 1 angka 6, Pasal 67-69, Pasal 72, 

Pasal 76. 
 
99UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 70. 

 
100UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 71. 
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a. mencatat buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan 

menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta, serta jumlah surat dibawah 

tangan yang disahkan dan dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir; 

b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW 

setempat dan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, organisasi 

notaris, dan MPP; 

c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan; 

d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari 

Notaris dan merahasiakannya; 

e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil 

pemeriksaan tersebut kepada MPW dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, 

dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang 

bersangkutan, MPP, dan organisasi notaris. 

f. menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti. 

 MPW berwenang:101 

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas 

laporan masyarakat yang disampaikan melalui MPW; 

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan 

sebagaimana diamksud pada huruf a; 

c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun; 

d. memeriksa dan memutus atas keputusan MPD yang menolak cuti yang 

diajukan oleh Notaris pelapor; 

e. memberikan sanksi berupa teguran secara lisan atau tertulis yang bersifat 

final; 

f. mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada MPP berupa: 

(1) pemberhentian sementara 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) bulan; 

(2) pemberhentian dengan tidak hormat; 

g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana 

dimaksud pada huruf e dan f. 

  

                         
 

101UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 73. 
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MPW berkewajiban:102 

a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, c, d, e, f 

dari kewenangan MPW di atas, kepada Notaris yang bersangkutan dengan 

tembusan kepada MPP, dan organisasi Notaris; 

b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada MPP terhadap 

penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. 

 MPP berwenang:103 

a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan 

dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti; 

b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a; 

c. menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan 

d. mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat 

kepada Menkumham. 

MPP berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana tercantum dalam 

huruf a dari kewenangan MPP kepada Menkumham dan Notaris yang 

bersangkutan dengan tembusan kepada MPW, MPD terkait, dan Organisasi 

Notaris.104 

 Notaris berhenti atau diberhentikan dengan hormat dari jabatannya 

karena:105 

a. meninggal dunia; 

b. telah berumur 65 tahun; 

c. permintaan sendiri; 

d. tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas 

jabatan Notaris secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau 

                         
 

102UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 75. 
 

103UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 77. 
 

104UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 79. 
 
105UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 8, Pasal 3g. 
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e. merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau 

jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap oleh 

Notaris. 

Notaris dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh MPP karena:106 

a. dalam proses pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang; 

b. berada di bawah pengampuan; 

c. melakukan perbuatan tercela; 

d. melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan Notaris. 

Notaris yang diberhentikan sementara diberi kesempatan untuk membela 

diri di hadapan Majelis Pengawas secara berjenjang, mulai dari MPD, MPW, 

sampai dengan MPP.107 Notaris yang diberhentikan sementara karena melakukan 

perbuatan tercela berlaku paling lama 6 (enam) bulan. 

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh 

Menkumham atas usul MPP apabila:108 

a. dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap; 

b. berada di bawah pengampuan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; 

c. melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan 

Notaris; atau  

d. melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan 

Notaris, yang karenanya dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap. 

 

2.6.3 Secara Perdata 

Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris terhadap 

ketentuan berikut mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai 

                         
 

106UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 9. 
 

107UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 9 (2) dan (3), serta bagian 
penjelasan. 
 

108UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 12 dan 13. 
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kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau menjadi batal demi 

hukum, yang kemudian dapat dijadikan alasan oleh pihak yang dirugikan untuk 

menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Kententuan 

tersebut diantaranya:109 

a. dalam pembuatan akta, penghadap paling sedikit berumur 18 tahun atau 

telah menikah, dan cakap melakukan perbuatan hukum. 

b. setelah pembacaan akta, akta ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, 

dan Notaris, dan pihak lain yang berkaitan. Pembacaan, penerjemahan atau 

penjelasan dan penandatanganan dinyataksan secara tegas pada akhir akta. 

c. isi akta tidak boleh diubah atau ditambah. Perubahan dalam akta sah apabila 

dibuat di sisi kiri akta atau pada akhir akta atau dengan menyisipkan lembar 

tambahan dengan menunjuk bagian yang diubah, diparaf atau diberi tanda 

pengesahan lain oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris. 

d. pembetulan kesalahan atas Minuta Akta yang telah ditandatangani dilakukan 

dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut 

pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita 

acara pembetulan. Salinan berita acara disampaikan kepada para pihak. 

Pelanggaran terhadap beberapa ketentuan UU No. 30/2004 oleh seorang 

Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian 

sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak 

hormat. Ketentuan tersebut di antaranya:110 

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan 

pihak terkait dalam perbuatan hukum; 

b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai 

bagian dari Protokol Notaris; 

                         
 

109UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 84: Pelanggaran yang dapat 
dikenai sanksi tersebut adalah  pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i 
dan k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52. 
 

110UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 85: Pelanggaran yang dapat 
dikenai sanksi tersebut adalah  pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a, 
b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 54, Pasal 58, 
Pasal 59, dan/atau Pasal 63. 
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c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta berdasarkan 

Minuta Akta. 

d. memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam UU No. 30/2004, kecuali 

ada alasan untuk menolaknya. 

e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji 

jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. 

f. membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 

dua orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, 

dan Notaris. 

g. menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap 

memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan 

jabatannya. 

h. membuat setiap bulan daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang 

disahkan, daftar klapper (penghadap) untuk daftar akta dan daftar surat 

dibawah tangan. Setiap halaman daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh 

Majelis Pengawas Daerah, dan ada bagian akhir ditandatangani oleh Majelis 

Pengawas Daerah. 

Suatu akta pendirian atau akta perubahan anggaran dasar PT yang karena 

adanya cacat-cacat formal dalam bentuknya kehilangan kekuatan otentiknya 

menjadi akta dibawah tangan, dan karena harus merupakan akta otentik maka akta 

itu menjadi batal.111 Dalam hal pihak yang meminta jasa Notaris dirugikan, 

notaris yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar ongkos-ongkos, ganti 

rugi dan bunga. Tuntutan demikian dapat dilakukan apabila akta tersebut batal 

karena adanya penipuan atau tipu muslihat dalam pembuatan akta yang bersumber 

dari notaris itu sendiri.112 

Tuntutan pihak yang dirugikan dapat diajukan berdasarkan Pasal 1365 KUH 

Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang 

menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena 

                         
 
111Raden Soegondo Notodisoerjo, Loc.Cit., hlm. 228. 
 
112Ibid., hlm. 228-229. 
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kesalahannya itu mengganti kerugian yang timbul  tersebut. Unsur-unsur 

perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:113 

a. Ada perbuatan melawan hukum atau melawan ketentuan perundang-

undangann. 

b. Melanggar hak subyektif orang lain, baik hak-hak perorangan seperti 

kehormatan, nama baik, dan lain-lain, maupun hak-hak atas harta kekayaan 

berupa hak-hak kebendaan dan hak mutlak lainnya. 

c. Ada kesalahan (schuld) berupa kealpaan (onachtzaamheid) dan/atau 

kesengajaan. 

d. Ada kerugian berupa materiel atau moril. 

e. Adanya hubungan causal antara perbuatan melawan hukum dengan 

kerugian yang diderita penggugat. 

Tuntutan hukuman untuk pelanggaran yang dibuat oleh notaris yang 

didasarkan atas peraturan perundang-undangan Jabatan Notaris yang diajukan 

kepada Hakim Perdata akan merugikan wibawa notaris. 

 

2.6.4 Secara Pidana 

Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh 

Menkumham karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.114 

Untuk kepentingan proses peradilan; penyidik, penuntut umum, atau hakim 

dengan persetujuan MPD berwenang:115 

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada 

Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, dengan 

dibuatkan berita acara penyerahan; dan 

                         
 

 113Darwan Prinst, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Cetakan 3 
Revisi, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 95-98. 
 

114UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 13. 
 

115UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 66. 
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b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan 

akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan 

Notaris. 

Penyitaan hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua 

Pengadilan Negeri setempat yang berbentuk Penetapan. Minuta akta yang 

disimpan  oleh  Notaris umum dianggap sebagai arsip negara,  jadi  kedudukannya  

sebagai arsip negara.116 

Meskipun tujuan penyitaan adalah sebagai cara penyidik untuk melakukan 

proses penyidikan perbuatan kriminal untuk kepentingan justisi atau kepentingan 

umum yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadi-pribadi yang berkaitan 

dengan suatu akta, karena suatu minuta akta yang adalah suatu arsip negara yang 

dilekatkan pada Protokol Notaris, maka minuta akta tersebut tidak dapat disobek, 

dan dikeluarkan dari buku protokol keseluruhannya, untuk menjamin tidak 

berubahnya posisi minuta akta tersebut sebagai arsip negara.117 

Dimuka persidangan pidana, Notaris dapat dimintai keterangan sebagai 

saksi baik mengenai isi minuta akta maupun hal-hal lain. Notaris juga dapat 

diwajibkan memperlihatkan buku-buku protokolnya di muka persidangan. Dalam 

hal ini, Notaris wajib mematuhi permintaan pengadilan tersebut dan wajib 

memperlihatkan di muka persidangan hal-hal yang diperlukan majelis hakim, 

kecuali yang menyangkut rahasia negara.118 

Dimuka persidangan, Notaris dalam kedudukan sebagai saksi biasa, dapat 

diwajibkan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan rahasia 

                         
 
116Surat Mahkamah Agung No. MA/Pemb/3429/86 tanggal 12 April 1986 tentang 

Petunjuk Tentang Izin Penyitaan Minuta Akta Yang Disimpan Oleh Notaris/Panitera, 
mengacu padaKitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan dalam: 
Pasal 38: “Penyitaan (apapun) hanya dapat dilakukan penyidik dengan surat izin Ketua 
Pengadilan Negeri setempat yang biasanya dituangkan dalam bentuk Penetapan, kecuali 
dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak.” 
Pasal 43: “penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut 
Undang-undang untuk merahasiakannya (dalam hal ini para Notaris), sepanjang tidak 
menyangkut rahasia Negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin 
khusus Ketua Pengadilan Negeri setempat, kecuali Undang-undang menentukan lain.” 
 

 
117Ibid. 
 
118Ibid. 
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jabatannya. Dalam hal ini, Notaris dapat saja mengemukakan alasan-alasan yang 

mendasari permintaannya agar dibebaskan dari kewajiban memberikan kesaksian 

tersebut. Akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 170 Kitab Undang Undang Hukum 

Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), hakimlah yang menentukan 

sah atau tidaknya hak tolak yang dikemukakan Notaris tersebut.119 

 

2.6.5 Menurut Kode Etik 

Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Organisasi Notaris 

menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.120 Organisasi Notaris di 

Indonesia adalah Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut INI).  Seorang 

notaris harus menjalankan jabatannya sesuai Kode Etik Notaris yang ditetapkan 

oleh INI. Menurut INI, Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang yang 

ditentukan oleh Perkumpulan INI berdasar keputusan Kongres Perkumpulan 

dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap 

dan semua anggota Perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas 

jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para Pejabat Sementara Notaris, 

Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.121 

Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan  jabatan Notaris 

wajib antara lain:122 

i) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik. 

ii) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris. 

iii) Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. 

iv) Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada 

ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan. 

v) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. 

                         
 

119Ibid. 
 
120UU No. 30/2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 82 dan 83. 
 
121Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 1 paragraf 3. 

 
122Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 3. 
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vi) Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai 

kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas 

pada ketentuan yang tercantum dalam UU No. 30/2004, Penjelasan Pasal 19 

ayat (2) UU No. 30/2004, isi sumpah Jabatan Notaris, dan Anggaran Dasar 

dan Anggaran Rumah Tangga INI. 

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan dengan cara 

sebagai berikut:123 

a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormatan 

Daerah; 

b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah INI dan Dewan Kehormatan 

Wilayah; 

c. Pada tingkat terakhir oleh Pengurus Pusat INI dan Dewan Kehormatan 

Pusat. 

Dewan Kehormatan merupakan alat perlengkapan Perkumpulan sebagai 

suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam 

Perkumpulan yang bertugas untuk: 

- melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota 

dalam menjunjung tinggi Kode Etik; 

- memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan 

Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan 

kepentingan masyarakat secara langsung; 

- memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan 

pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris. 

Dewan Kehormatan berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran 

terhadap Kode Etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya sesuai dengan 

kewenangannya masing-masing.  

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode 

Etik dapat berupa:124 

a. teguran; 

                         
 
123Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 7. 

 
124Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 6. 
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b. peringatan; 

c. schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan; 

d. onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan; 

e. pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan. 

Atas putusan yang berisi penjatuhan sanksi berupa pemecatan sementara 

atau pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan oleh Dewan Kehormatan Daerah, 

Notaris dapat mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.  Dan 

atas putusan yang berisi penjatuhan sanksi oleh Dewan Kehormatan Wilayah, 

Notaris masih dapat mengajukan keberatan tingkat terakhir kepada Dewan 

Kehormatan Pusat. 

Setelah  menempuh prosedur atau tata cara maupun penjatuhan sanksi 

secara bertingkat, Pengurus Pusat wajib memecat sementara seorang Notaris 

sebagai anggota Perkumpulan INI disertai usul kepada Kongres agar anggota 

Perkumpulan tersebut dipecat dari anggota Perkumpulan, apabila Notaris tersebut 

telah melanggar UU No. 30/2004, dan yang dinyatakan bersalah, serta dipidana 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.125 

Pengenaan sanksi pemecatan sementara, sanksi pemecatan, maupun 

pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Perkumpulan terhadap 

pelanggaran tersebut wajib diberitahukan oleh Pengurus Pusat kepada MPD, 

dengan tembusan kepada Menkumham.126 

 

3. Analisa Kasus Akta Notaris Atas Pemenuhan Persyaratan Pasal 3 dan 

Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing, 

Dan Tanggung Jawab Notaris 

 

Pada bagian ini akan dibahas dua buah kasus. Kasus pertama berhubungan 

dengan penjabaran Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud, dan 

tujuan serta kegiatan Perseroan sebuah PT PMA bergerak di bidang usaha 

                         
 

125Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 13. 
 
126Kode Etik Notaris tanggal 28 Januari 2005, Pasal 14. 
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farmasi. Kasus kedua adalah mengenai Pasal 4 anggaran dasar Perseroan 

mengenai modal Perseroan sebuah joint venture PT PMA.   

 

3.1 Maksud, Tujuan Dan Kegiatan Perseroan 

 

3.1.1 Pemenuhan Persyaratan Pasal 3 Mengenai Maksud, Tujuan Dan 

Kegiatan Perseroan 

Yang pertama adalah kasus PT ABC, sebuah perseroan joint venture PMA 

yang didirikan pada tahun 1973 untuk melakukan kegiatan di bidang industri 

farmasi, dan memiliki Izin Usaha Industri Farmasi yang dikeluarkan oleh BKPM, 

yang  kewenangannya  diberikan  oleh  Menteri  Kesehatan.127  Pada tahun  2000,    

PT ABC mendapatkan Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi dari Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2001, saham PT ABC 

dimiliki   seluruhnya  oleh  penanam  modal  asing,  yang   melakukan   perluasan/ 

ekspansi usaha di bidang usaha perdagangan, yaitu ekspor, impor dan 

perdagangan umum, sehingga Pasal 3 akta anggaran dasar Perseroan mengenai 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan berbunyi sebagai berikut: 

 
“Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

Pasal 3 
 

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah berusaha dalam bidang industri, 
ekspor, impor, dan perdagangan umum. 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tesebut di atas, Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usahasebagai berikut: 
a. membuat dan/atau mengolah serta promosi dan menjual barang-

barang perawatan bayi, barang-barang penjahit luka (sutures), 
pembedahan, barang-barang untuk keperluan rumah sakit, 
barang-barang untuk keperluan keluarga berencana, barang-
barang diagnostic dan pharmakotica pada umumnya, barang-
barang untuk keperluan kesehatan dan perawatan diri, termasuk 
barang-barang adhesive, dan barang-barang hygienis, serta 
bahan-bahan mentah yang ada hubungannya dengan itu dan 
barang-barang lain sejenis;  

                         
 

127Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 246/MENKES/SK/ 
X/1977 tentang Pelimpahan wewenang pemberian izin usaha di bidang kesehatan dalam 
rangka penanaman modal kepada Ketua BKPM. 
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b. ekspor, impor dan distributor umum.” 
 

Pada tahun 2006, PT ABC menyatakan tidak lagi menjalankan kegiatan di 

bidang industri farmasi, sehingga BKPM mengeluarkan surat yang menyatakan 

mencabut Izin Usaha Industri Farmasi PT ABC. Pada tahun 2008 PT ABC 

melakukan perubahan terhadap Pasal 3 akta anggaran dasar Perseroan mengenai 

maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 
“Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 

Pasal 3 
 

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang ekspor, 
impor dan distributor utama. 

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat 
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 

  melakukan pemasaran, promosi dan menjual peralatan kesehatan, 
produk-produk farmasi, produk kesehatan untuk kebutuhan manusia 
pada umumnya (consumer) dan barang-barang lainnya meliputi antara 
lain produk-produk perawatan kesehatan bayi maupun dewasa, produk 
pangan kesehatan, perawatan diri/kosmetik, obat jadi dengan resep 
dokter, obat bebas terbatas, produk alat kesehatan seperti benang 
bedah, alat ortopedik, alat operasi laparoskopik, instrumen bedah, alat 
pengukur kadar gula darah, kardiovaskular, alat sterilisasi, diagnostik, 
lensa kotak dan alat-alat kesehatan lainnya.” 

 

Akta perubahan anggaran dasar PT ABC tersebut telah mendapat persetujuan dari 

Menkumham. 

Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi PT ABC berlaku seterusnya selama 

perusahaan masih aktif melakukan kegiatan usahanya. Produk obat jadi dengan 

resep dokter, dan obat bebas terbatas yang didistribusikan oleh PT ABC terdiri 

dari: 

- obat yang diproduksi oleh perusahaan industri farmasi afiliasi di luar negeri, 

yang kemudian diimpor. Sebagian besar produk impor tersebut dilindungi 

oleh hak paten; 

- obat yang diproduksi di dalam negeri oleh perusahaan lain atas perjanjian 

lisensi antara perusahaan tersebut dengan perusahaan afiliasi PT ABC di 

luar negeri.  
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Yang menjadi masalah dalam penjabaran Pasal 3 akta anggaran dasar 

Perseroan tersebut di atas adalah dicantumkannya “obat jadi dengan resep dokter 

dan obat bebas terbatas” sebagai obat-obatan farmasi yang dapat diimpor, dan 

didistribusikan oleh PT ABC, sedangkan PT ABC tidak lagi menjalankan 

kegiatan di bidang industri farmasi sejak tahun 2008.  Hal ini bertentangan 

dengan ketentuan Pasal 2, 10 dan 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang 

Pendaftaran Obat (selanjutnya disebut PerMenKes 1010/2008) yang mengatur 

bahwa registrasi obat impor (termasuk yang dilindungi hak paten) dan obat 

produksi dalam negeri yang akan diedarkan di wilayah Indonesia dilakukan oleh 

industri farmasi dalam negeri untuk memperoleh Izin Edar dari Menteri Kesehatan  

melalui Kepala BPOM.128  

Salah satu syarat pemberian Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi kepada 

PT ABC pada tahun 2000 oleh Direktur Jenderal Pengawasan Obat Dan 

Makanan, yang mendapat pelimpahan wewenang dari Menteri Kesehatan, adalah 

karena PT ABC merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas 

perusahaan patungan antara perusahaan PMA dengan perusahaan nasional yang 

telah memperoleh izin usaha industri farmasi sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan  Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal  23 Oktober 1993  

                         
 

128Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 
1010/MENKES/PER/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 (selanjutnya disebut 
PerMenKes 1010/2008), menyatakan bahwa: 
Pasal 2: 
(1) Obat yang diedarkan di wilayah Indonesia, sebelumnya harus dilakukan registrasi 

untuk memperoleh Izin Edar; 
(2) Izin Edar diberikan oleh Menteri Kesehatan; 
(3) Menteri melimpahkan pemberian Izin Edar kepada Kepala Badan (BPOM). 
 
Pasal 10:  
(1) Registrasi Obat Impor dilakukan oleh industri farmasi dalam negeri yang mendapat 

persetujuan tertulis dari industri farmasi di luar negeri; 
(2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencakup alih 

teknologi dengan ketentuan paling lambat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun harus 
sudah dapat diproduksi di dalam negeri. 

Pasal 11: 
(1) Registrasi obat khusus untuk ekspor hanya dilakukan oleh industri farmasi. 
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tentang  Pedagang Besar Farmasi.129 Bila izin usaha industri  farmasi  sudah  tidak  

dimiliki lagi maka Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi dapat dicabut.130 Akan 

tetapi karena Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 

yang  menjadi  dasar hukum dikeluarkannya Izin Usaha Pedagang  Besar  Farmasi 

tersebut kepada PT ABC sudah dicabut,131 maka Izin Usaha Perdagangan Besar 

Farmasi PT ABC tidak dapat dicabut dengan berdasarkan peraturan ini. Namun 

demikian PT ABC harus tetap memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan 

No. 1010/MENKES/PER/XI/2008 yang menetapkan bahwa hanya perusahaan 

pemegang izin industri farmasi yang dapat mengajukan permohonan registrasi 

                         
 
129Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23 

Oktober 1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, Pasal 5 menyatakan bahwa: 
Pedagang besar farmasi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Dilakukan oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas, koperasi, perusahaan 

nasional maupun perusahaan patungan antara perusahaan penanaman modal asing 
yang telah memperoleh izin usaha industri farmasi di Indonesia dengan perusahaan 
nasional. 

b. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). 
c. Memiliki asisten apoteker atau apoteker penanggung jawab yang bekerja penuh. 
d. Anggota direksi tidak pernah terlibat pelanggaran ketentuan perundang-undangan 

di bidang farmasi. 
 
130Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23 

Oktober 1993 tentang Pedagang Besar Farmasi, Pasal 19 menyatakan bahwa Izin 
Pedagang Besar Farmasi beserta cabangnya dicabut dalam hal: 
a. tidak mempekerjakan Apoteker atau Asisten Apoteker Penanggungjawab yang 

memiliki surat izin kerja; atau 
b. tidak aktif lagi dalam penyaluran obat selama 1 (satu) tahun; atau 
c. tidak lagi memenuhi persyaratan usaha sebagaimana ditetapkan dalan peraturan ini 
d. tidak lagi menyampaikan informasi Pedagang Besar Farmasi tiga kali berturut-

turut; dan atau 
e. tidak memenuhi Tata Cara Penyaluran Perbekalan Farmasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14, 15, 16 dan 17. 
 
131Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 918/MENKES/PER/X/1993 tanggal 23 

Oktober 1993 tentang  Pedagang Besar Farmasi, digantikan oleh Peraturan Menteri 
Kesehatan No. 1148/MenKes/PER/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011 tentang 
Pedagang Besar Farmasi. Pada peraturan terakhir ini ketentuan bahwa Pedagang Besar 
Farmasi adalah badan hukum yang telah memperoleh izin usaha industri farmasi, tidak 
diberlakukan lagi. Peraturan ini mengacu pada Lampiran Peraturan Presiden No. 36 
Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan  

Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, 
yang menyebutkan bahwa Pedagang Besar Farmasi diperuntukkan hanya bagi PMDN.  
Atau dengan kata lain bidang usaha Pedagang Besar Farmasi tertutup bagi PMA sejak 
diundangkannya peraturan perundag-undangan tersebut. 
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obat impor dan registrasi obat produksi dalam negeri yang akan diedarkan di 

wilayah Indonesia, serta registrasi obat ekspor.   

PT ABC dapat saja menjalin kerja sama dengan perusahaan pemegang Izin 

Usaha Industri Farmasi untuk mengimpor dan melakukan registrasi obat impor 

yang diproduksi di luar negeri oleh perusahaan afiliasinya. Akan tetapi PT ABC 

akan sangat tergantung pada perusahaan lain, yang mengakibatkan tidak 

maksimalnya hasil usaha dari kegiatannya, dan pada akhirnya PT ABC hanya 

dapat melakukan kegiatan distribusi obat di dalam negeri dimana registrasi obat 

impor dan registrasi obat produksi dalam negeri dilakukan oleh perusahaan lain 

pemegang Izin Usaha Industri Farmasi. 

Yang dimaksudkan dan dicakup dalam kegiatan usaha ekspor, impor dan 

perdagangan umum adalah kegiatan usaha bidang Perdagangan yang tidak 

mengatur kegiatan usaha yang diatur secara khusus pada bidang lain. Bidang 

usaha Perdagangan Besar Farmasi adalah bidang usaha yang diatur secara khusus 

dalam sektor usaha bidang Kesehatan. Jadi kegiatan ekspor, impor dan 

perdagangan umum tidak mencakup kegiatan untuk produk obat jadi dengan resep 

dokter, dan obat bebas terbatas. 

Dengan demikian sejak 2008, PT ABC tidak dapat melakukan Perdagangan 

Besar Farmasi, yaitu mengimpor, mendistribusikan, dan mengekspor obat jadi 

dengan resep dokter, dan obat bebas terbatas, karena meskipun PT ABC 

mempunyai Izin Usaha Perdagangan Besar Farmasi tetapi tidak mempunyai Izin 

Usaha Industri Farmasi yang dipersyaratkan bagi perusahaan yang hendak 

mengajukan registrasi obat impor, obat produksi dalam negeri, dan obat ekspor. 

PT ABC hanya dapat melakukan kegiatan mengimpor, mendistribusikan, dan 

mengekspor peralatan kesehatan, produk kesehatan untuk kebutuhan manusia 

pada umumnya dan barang-barang lainnya termasuk produk-produk perawatan 

kesehatan bayi maupun dewasa, produk pangan kesehatan, perawatan 

diri/kosmetik, serta produk alat kesehatan. 

Berdasarkan hal yang diuraikan di atas, Perseroan harus memperbaiki uraian 

kegiatan usaha Perseroan, sehingga maksud, tujuan serta kegiatan usaha yang 

tercantum dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Izin Usaha Penanaman 

Modal, dan Izin Pedagang Besar Farmasi yang didasarkan pada ketentuan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat izin diberikan.132 Akta 

perbaikan atas anggaran dasar Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari 

Menkumham. 

Apabila terjadi kesalahan dalam anggaran dasar Perseroan yang 

mencantumkan bahwa kegiatan Perseroan adalah di bidang ekspor, impor dan 

distributor utama yang sebagian produknya adalah obat-obatan farmasi, sementara 

Perseroan tidak memiliki izin usaha industri farmasi, maka selain Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, BKPM sebagai instansi Pemerintah yang 

berwenang memberikan Izin Penanaman Modal juga dapat memberikan 

peringatan kepada PT ABC untuk melakukan koreksi atas kesalahan yang terdapat 

dalam anggaran dasar Perseroan.  

Bila dalam prakteknya PT ABC tidak memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal ini menjalankan kegiatan 

usaha yang bidang usahanya terbuka dengan persyaratan bagi PMA, maka instansi 

atau lembaga yang berwenang dapat mengenakan sanksi administratif berikut ini: 

a. peringatan tertulis; 

b. pembatasan kegiatan usaha; 

c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau 

d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 

Selain sanksi administratif tersebut, Perseroan dapat dikenai sanksi lainya sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.133 

 

3.1.2 Tanggung Jawab Notaris Terkait Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 

Sebagaimana diuraikan pada kasus pertama tersebut di atas, yaitu akta 

perubahan anggaran dasar PT ABC tahun 2008, uraian Pasal 3 mengenai Maksud, 

Tujuan Dan Kegiatan Perseroan tidak sepenuhnya memenuhi ketentuan Izin 

Penanaman Modal, Izin Perdagangan Besar Farmasi, dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Kesehatan. 

                         
 

132UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 18. 
 
133UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 dan Pasal 34. 
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Atas kesalahan yang tersurat dalam akta anggaran dasar PT ABC tersebut,  

Notaris yang bersangkutan dapat berinisiatif memberikan saran kepada PT ABC 

untuk melakukan perbaikan yang diperlukan. Notaris harus dengan seksama  dan 

teliti memperbaiki uraian kegiatan usaha Perseroan, sehingga maksud, tujuan serta 

kegiatan usaha yang tercantum dalam Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sesuai 

dengan Izin Usaha Penanaman Modal, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku pada saat izin diberikan. Akta perbaikan atas perubahan 

anggaran dasar Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Menkumham.  

Hal tersebut harus dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan sebagai bentuk 

tanggung jawabnya kepada diri sendiri, masyarakat, dan Negara. Profesi Notaris 

diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam bentuk akta 

otentik, yang oleh masyarakat dianggap benar. Hal ini penting bagi mereka yang 

membutuhkan alat pembuktian untuk suatu keperluan, seperti pembuatan 

perubahan anggaran dasar PT ABC tersebut. Kelalaian dalam melaksanakan 

profesi Notaris dapat menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, PT 

ABC, masyarakat dan Negara. 

Untuk menghindari kesalahan serupa di kemudian hari, Notaris yang 

bersangkutan harus berusaha agar: 

a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan 

pihak terkait dalam perbuatan hukum. 

b. tetap meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas 

pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, serta mempelajari dan 

memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi akta yang 

akan dibuatnya.   

c. memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian 

yang tinggi dalam menjalankan profesinya. 

Apabila akibat kesalahan dalam penjabaran akta anggaran dasar PT ABC 

terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dilakukan oleh PT ABC baik disengaja atau tidak disengaja, Notaris 

yang bersangkutan harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan 

ketentuan UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris. MPD serta Dewan 
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Kehormatan INI berwenang melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan 

terhadap Notaris yang bersangkutan.  

Pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 dapat mengakibatkan Notaris  yang 

bersangkutan dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau 

pemberhentian sementara antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan oleh MPP, atas 

usulan MPW. Dan apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran Kode Etik 

Notaris, Notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan 

INI berupa teguran, peringatan, pemecatan sementara atau pemecatan dari 

keanggotaan INI, tergantung pada kualitas dan kuantitas pelanggaran yang 

dilakukan Notaris yang bersangkutan. 

 

3.2 Modal Perseroan 

 

3.2.1 Pemenuhan Persyaratan Pasal 4 Mengenai Modal Perseroan 

Yang kedua adalah kasus PT DEF, sebuah perseroan PMDN yang didirikan 

pada tahun 1992 untuk melakukan kegiatan di bidang industri sepatu olah raga.  

Komposisi modal pada tahun 1992 berdasarkan surat Izin Penanaman Modal 

adalah sebagai berikut: 

 
Modal dasar : Rp 9.000.000.000 
Modal ditempatkan : Rp 9.000.000.000 
Modal disetor : Rp 900.000.000 
 

Berdasarkan akta pendirian PT DEF, komposisi modal dijabarkan sebagai berikut: 
 

Modal dasar : Rp 8.400.000.000 
Modal ditempatkan : Rp 8.400.000.000 
Modal disetor : Rp 1.680.000.000 
Jumlah saham :  1.680 
Nilai nominal per saham : Rp 1.000.000 
 
Tuan A (Indonesia) : Rp 1.392.000.000 
Tuan B (Indonesia) : Rp 144.000.000 
Tuan C (Indonesia) : Rp 144.000.000 
Total : Rp 1.680.000.000 

 

Pada tahun 1993, PT DEF mendapatkan izin pengalihan status Perseroan 

dari PMDN menjadi PMA. Komposisi modal surat Izin Penanaman Modal yang 

diterbitkan oleh BKPM adalah sebagai berikut: 
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Modal dasar : Rp 41.000.000.000 
Modal ditempatkan : Rp 16.400.000.000 
Modal disetor : Rp 16.400.000.000 

 
Berdasarkan izin tersebut dan Joint Venture Agreement Para Pemegang Saham PT 

DEF, Perseroan melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk 

mengubah komposisi modal menjadi sebagai berikut: 

 
Modal dasar : Rp 41.000.000.000 USD 20.000.000 
Modal ditempatkan dan disetor : Rp 16.400.000.000 USD 8.000.000 
Jumlah saham :  22.000  22.000 
Nilai nominal per saham : Rp 1.025.000 USD 500 
Kurs nilai tukar : Rp 2.050 USD 1 

 
Pemegang Saham Jumlah Dalam Dalam Kepemilikan 

 Saham Rupiah USD 
DEF Co. Ltd. (Asing) 10.400 10,660.000.000 5.200.000 65% 
Tuan A (Indonesia) 4.640 4.756.000.000 2.320.000 29%  
Tuan B (Indonesia) 480 492.000.000 240.000 3%  
Tuan C (Indonesia) 480 492.000.000 240.000 3%  

  ------------ --------------------------- ------------------- ----------- 
Jumlah 16.000 16.400.000.000 8.000.000 100% 

 
Para Pemegang Saham menetapkan pembukuan menggunakan mata uang Rupiah, 

dan penyetoran modal dilakukan dalam mata uang USD. 

Pada tahun 1995, PT DEF melakukan perluasan penanaman modal, 

sehingga komposisi modal menjadi sebagai berikut: 

 
Modal dasar : Rp 45.100.000.000 
Modal ditempatkan : Rp 26.650.000.000 
Modal disetor : Rp 22.550.000.000 

 

Pada tahun 1996, untuk kedua kalinya PT DEF membuat akta perubahan 

anggaran dasar, untuk kemudian baru mendapatkan pengesahan dari Menteri 

Kehakiman pada tahun 1997, dimana terjadi peningkatan modal disetor sebanyak 

USD6.000.000 (setara Rp12.300.000.000) untuk 12.000 saham yang dikeluarkan 

Perseroan. Pasal 4 anggaran dasar Perseroan menyebutkan komposisi modal 

Perseroan menjadi sebagai berikut: 

 
Modal dasar : Rp 45.100.000.000 
Modal ditempatkan dan disetor : Rp 28.700.000.000 
Jumlah saham disetor :  28.000 
Nilai nominal per saham : Rp 1.025.000 
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Pemegang Saham Jumlah Dalam Dalam Kepemilikan 
 Saham Rupiah USD 

DEF Co. Ltd. (Asing) 18.200 18.655.000.000 - 65% 
Tuan A (Indonesia) 8.120 8.323.000.000 - 29%  
Tuan B (Indonesia) 840 861.000.000 - 3%  
Tuan C (Indonesia) 840 861.000.000 - 3%  

  ------------ --------------------------- ------------------- ----------- 
Jumlah 28.000 28.700.000.000 - 100% 
 

Tidak seperti akta anggaran dasar sebelumnya maupun sesudahnya, Pasal 4 

angaran dasar Perseroan tahun 1996 tersebut tidak menyebutkan komposisi modal 

dalam USD. 

Pada tahun 2000, PT DEF mendapatkan izin perluasan penanaman modal, 

sehingga komposisi modal menjadi sebagai berikut: 

 
Modal dasar : Rp 45.100.000.000 
Modal ditempatkan dan disetor : Rp 28.700.000.000 

 

Pada tahun 2008, PT DEF melakukan perubahan seluruh anggaran dasar 

Perseroan serta menyesuaikan dengan ketentuan UU No. 40/2007, termasuk 

peningkatan modal disetor sebesar USD5.000.000 (setara Rp10.250.000.000) 

untuk 10.000 saham Perseroan, sehingga komposisi modal menjadi sebagai 

berikut: 

 
Modal dasar : Rp 45.100.000.000 USD 22.000.000 
Modal ditempatkan dan disetor : Rp 38.950.000.000 USD 19.000.000 
Jumlah saham :  38.000  38.000 
Nilai nominal per saham : Rp 1.025.000 USD 500 
Kurs nilai tukar : Rp 2.050 USD 1 

 
Pemegang Saham Jumlah Dalam Dalam Kepemilikan 

 Saham Rupiah USD 
DEF Co. Ltd. (Asing) 24.700 25.317.500.000 12.350.000 65% 
Tuan A (Indonesia) 11.020 11.295.500.000 5.510.000 29%  
Tuan B (Indonesia) 1.140 1.168.500.000 570.000 3%  
Tuan C (Indonesia) 1.140 1.168.500.000 570.000 3%  

  ------------ --------------------------- ------------------- ----------- 
Jumlah 38.000 38.950.000.000 19.000.000 100% 

 

Para Pemegang saham berkeinginan untuk meningkatkan modal Perseroan 

pada tahun 2012, akan tetapi baru menyadari bahwa kurs nilai tukar yang 

digunakan untuk memenuhi jumlah modal disetor terlalu rendah dibandingkan 
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kurs nilai tukar yang berlaku di pasar (market exchange rate). Seluruh akta 

perubahan anggaran dasar Perseroan sejak tahun 1993 mempergunakan kurs nilai 

tukar USD1 = Rp2.050. Sedangkan izin penanaman modal yang dikeluarkan oleh 

BKPM tidak mengindikasikan kurs mata uang asing yang harus digunakan oleh 

Perseroan karena izin penanaman modal yang diberikan kepada PT DEF sejak 

pertama kali seluruhnya dinyatakan dalam Rupiah.  

Sejak tahun 1997 kurs pasar mata uang Rupiah terhadap mata uang USD 

mengalami penurunan yang sangat besar. Hal ini merugikan para pemegang 

saham PT DEF karena dengan melemahnya mata uang Rupiah pada tahun 2000 

menjadi sebesar USD1 = Rp9.495, seharusnya Para Pemegang Saham Perseroan 

yang melakukan penyetoran modal dalam USD membayar lebih sedikit untuk 

mendapatkan saham Perseroan.  

Pada neraca laporan keuangan PT DEF per tanggal 31 Desember 2011 

terdapat pengakuan agio saham yang sangat besar, bahkan hampir setara dengan 

nilai nominal saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 

 

Modal saham – terdiri dari 38.000 saham, dengan  
 nilai nominal Rp1.025.000 per saham Rp 38.950.000.000 
Agio saham Rp 38.255.000.000 
Jumlah modal Rp 77.205.000.000 
 

Dengan penyajian modal saham sebagaimana ternyata dalam akta 

penyesuaian anggaran dasar Pasal 4 tahun 2008, terlihat seolah-olah Para 

Pemegang Saham hanya menyetor modal sebesar Rp38.950.000.000 untuk 38.000 

saham Perseroan. Padahal sebenarnya jumlah yang disetor oleh Para Pemegang 

Saham adalah setara dengan Rp77.205.000.000. Meskipun agio saham muncul 

dalam neraca laporan keuangan Perseroan sebagai bagian dari modal Perseroan, 

namun agio saham tidak direpresentasikan dalam saham yang memiliki hak suara 

(voting rights).  

Jumlah saham yang dimiliki masing-masing Pemegang Saham 

mempengaruhi besarnya bagian dividen (keuntungan) Perseroan yang akan 

diterima oleh Pemegang Saham. Juga apabila ada Pemegang Saham yang akan 

menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, maka nilai nominal 

saham yang dimiliki Pemegang Saham tersebut tidak mempresentasikan besarnya 
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modal yang sebenarnya telah disetor oleh Pemegang Saham tersebut.  Hal ini 

menyebabkan Pemegang Saham asing, DEF Co. Ltd., mengajukan protes atas 

komposisi modal dalam Rupiah tersebut kepada akuntan publik yang telah melakukan 

audit atas laporan keuangan PT DEF sejak tahun 1995, maupun kepada Notaris yang 

telah membuat akta perubahan anggaran dasar PT DEF. 

Penjabaran Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal tersebut tidak 

dilakukan dengan benar sehingga laporan keuangan Perseroan juga tidak disajikan 

dengan tepat.  Seharusnya modal disetor yang tercantum dalam anggaran dasar 

Perseroan adalah sebesar jumlah yang dibayar oleh Pemegang Saham ke dalam 

rekening Perseroan. Apabila penyetoran modal dilakukan dalam mata uang USD, 

maka besarnya penyetoran tersebut dikonversi ke dalam mata uang Rupiah 

menggunakan kurs nilai tukar pada tanggal transaksi. Dalam hal pembukuan 

Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah, maka pencatatan menggunakan 

kurs nilai tukar pada tanggal transaksi tidak akan menimbulkan agio saham yang 

besar. 

Penjabaran Pasal 4 anggaran dasar Perseroan mengenai modal tersebut juga 

tidak dilakukan secara konsisten.  Pada tahun 1996, akta anggaran dasar Pasal 4 

mendeskripsikan modal dalam Rupiah saja, sedangkan akta tahun 1993 dan 2008 

menyebutkan penjabaran modal dalam Rupiah dan USD.  

Jika pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dan Para 

Pemegang Saham bersepakat untuk melakukan penyetoran dalam USD, maka 

penjabaran Pasal 4 mengenai modal dasar, modal ditempatkan dan disetor 

dinyatakan dalam Rupiah mengikuti Izin Penanaman Modal. Sedangkan transaksi 

penyetoran modal dalam mata uang USD dibukukan dengan kurs nilai tukar yang 

berlaku pada tanggal transaksi, dimana Direksi Perseroan dapat menetapkan 

kebijakan mengenai kurs nilai tukar mana yang dipergunakan dalam pembukuan, 

misalnya kurs tengah Bank Indonesia, kurs jual bank penerima uang, atau lainnya. 

Selisih kurs dibukukan dalam akun Agio Saham. Dalam hal ini, penyetoran modal 

dalam mata uang USD yang dikonversi ke dalam Rupiah tidak boleh menjadi 

lebih kecil dari jumlah Rupiah yang ditetapkan dalam Izin Penanaman Modal. 

Sebaliknya apabila pembukuan Perseroan dilakukan dalam mata uang USD, 

dan Para Pemegang Saham bersepakat bahwa penyetoran modal dilakukan dalam 

mata uang USD, maka penjabaran Pasal 4 mengenai modal dinyatakan dalam 

Analisa yuridis..., Evi Yusnita, Program Magister Kenotariatan, 2012 



  

  Universitas Indonesia 

77 

Rupiah dan USD. Sedangkan transaksi penyetoran modal dalam mata uang USD 

dibukukan dengan kurs nilai tukar yang ditentukan oleh BKPM dalam Izin 

Penananaman Modal, atau bila tidak ditentukan oleh BKPM dapat menggunakan 

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal Izin Penanaman Modal diterbitkan, dan 

selisih kurs dibukukan dalam akun Agio Saham. 

Sebagaimana telah dijabarkan pada bagian 1.1 bab ini, RUPS merupakan 

organ pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala 

kewenangan yang tidak diserahkan kepada organ perseroan lainnya, menetapkan 

garis-garis besar kebijaksanaan menjalankan perusahaan, dan menetapkan hal-hal 

yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Sehubungan dengan itu, apabila 

Para Pemegang Saham PT DEF ingin memperbaiki komposisi permodalan di 

dalam anggaran dasar Perseroan tersebut, maka hal ini dapat dilakukan 

berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang kemudian 

dinyatakan dalam bentuk akta, dan diajukan kepada Menkumham untuk 

mendapatkan persetujuannya. 

 

3.2.2 Tanggung Jawab Notaris Terkait Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan 

Sebagaimana diuraikan pada kasus kedua tersebut di atas, yaitu akta 

perubahan anggaran dasar PT DEF tahun 2008, uraian Pasal 4 mengenai Modal 

Perseroan tidak dinyatakan dengan tepat dan benar.  Akta Notaris merupakan akta 

otentik, yang oleh masyarakat (termasuk akuntan yang menyajikan laporan 

keuangan) dianggap benar. Modal yang tercantum dalam Akta Notaris tersebut 

dipakai sebagai dasar bagi Perseroan untuk menyajikan laporan keuangan 

Perseroan. Karena anggaran dasar Pasal 4 tidak dinyatakan dengan tepat dan 

benar, maka laporan keuangan Perseroan juga tidak disajikan dengan tepat.  

Atas kesalahan yang tersurat dalam akta anggaran dasar PT DEF tersebut,  

maka akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta 

di bawah tangan. Atas keadaan ini, Notaris yang bersangkutan dapat memberi 

saran kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Para Pemegang Saham PT DEF 

untuk meminta pendapat akuntan publik mengenai bagaimana memperbaiki 

komposisi modal Perseroan tersebut agar mencerminkan keadaan yang 

sebenarnya. 
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Selanjutnya setelah PT DEF mendapatkan persetujuan RUPS atas perbaikan 

komposisi permodalan Perseroan, Notaris dapat membantu membuatkan akta 

perubahan anggaran dasar PT DEF yang merupakan perbaikan terhadap 

komposisi permodalan Perseroan tersebut, dan mengajukannya kepada 

Menkumham untuk mendapatkan persetujuan. 

Hal tersebut dapat dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan sebagai bentuk 

tanggung jawabnya kepada diri sendiri, Para Pemegang Saham dan PT DEF.  

Untuk menghindari kesalahan serupa di kemudian hari, Notaris yang 

bersangkutan harus berusaha agar: 

a. tetap meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas 

pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, serta mempelajari dan 

memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isi akta yang 

akan dibuatnya.   

b. memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan pengabdian 

yang tinggi dalam menjalankan profesinya. 

c. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan 

pihak terkait dalam perbuatan hukum. 

Apabila kesalahan dalam penjabaran Pasal 4 akta anggaran dasar PT DEF 

diakibatkan karena Notaris melakukan perbuatan melawan hukum, maka hal ini 

dapat dijadikan alasan oleh Para Pemegang Saham dan pihak yang dirugikan  

lainnya untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. 

Kecuali Notaris yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa akta yang dibuat 

didasarkan atas kesepakatan Para Pemegang Saham berupa minuta RUPS yang 

aslinya dilekatkan pada Minuta Akta Notaris tersebut, dan Notaris tersebut telah 

mengikuti seluruh ketentuan UU No. 30/2004 dan Kode Etik Notaris. 

Penyimpangan atau pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 oleh Notaris  

dapat mengakibatkan Notaris dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran 

tertulis, atau pemberhentian sementara oleh MPP, berdasarkan usul dari MPD. 

Dan apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran Kode Etik Notaris, Notaris 

yang bersangkutan dapat dikenai sanksi oleh Dewan Kehormatan INI berupa 

teguran, peringatan, pemecatan sementara atau pemecatan dari keanggotaan INI, 
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tergantung pada kualitas dan kuantitas pelanggaran yang dilakukan Notaris yang 

bersangkutan. 
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BAB 3 

PENUTUP 

 

1. Simpulan 

 

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Pembuatan Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan dan Kegiatan Usaha Perseroan 

dan Pasal 4 tentang Modal dari anggaran dasar PT dalam rangka PMA, 

harus dikaitkan dengan izin penanaman modal dan izin teknis yang 

diberikan oleh Pemerintah atau instansi yang berwenang kepada sebuah 

Perseroan. 

Uraian mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan PT PMA tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang 

yang menjadi dasar diterbitkannya izin penanaman modal dan izin teknis 

oleh Pemerintah atau instansi yang berwenang. 

Uraian mengenai modal Perseroan harus mencerminkan keadaan sebenarnya 

dan dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

termasuk dalam hal ini mengikuti Pedoman Standar Akuntansi Keuangan 

yang berlaku, sehingga tidak merugikan Para Pemegang Saham, ataupun 

Perseroan. 

b. Notaris bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang memuat Pasal 3 

dan Pasal 4 anggaran dasar PT dalam rangka PMA. 

Sebagai seorang profesional, Notaris bertanggung jawab kepada diri sendiri 

dalam arti dia bekerja dengan integritas moral, intelektual, dan profesional 

sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, Notaris juga bertanggung jawab memberikan pelayanan sebaik 

mungkin sesuai dengan profesinya, serta menghasilkan layanan yang 

bermutu, yang berdampak positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab juga 
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berarti berani menanggung segala risiko yang timbul akibat pelayanannya 

itu. Kelalaian maupun pelanggaran terhadap UU No. 30/2004 dan Kode Etik 

Notaris sehubungan dengan profesi yang dijalankan menimbulkan dampak 

yang merugikan diri sendiri, pihak lain atau masyarakat, jabatan dan wibawa 

notaris, Organisasi Notaris dan Negara.  

 

2. Saran 

 

Berdasarkan permasalahan yang dibahas, penulis menyarankan sebagai 

berikut: 

a. Sehubungan dengan pembuatan Pasal 3 tentang Maksud, Tujuan dan 

Kegiatan Usaha Perseroan dan Pasal 4 tentang Modal dari anggaran dasar 

PT PMA, seorang Notaris harus: 

- mempelajari dan memahami isi dan ketentuan yang tercantum dalam 

izin penanaman modal dan izin teknis yang diberikan oleh Pemerintah 

atau instansi yang berwenang kepada sebuah Perseroan, serta peraturan 

perundang-undangan yang menjadi landasan hukum diterbitkannya 

izin tersebut. 

- memeriksa dengan seksama agar uraian Pasal 3 dan Pasal 4 anggaran 

dasar Perseroan tidak menyimpang dari ketentuan yang tercantum 

dalam izin penanaman modal dan izin teknis, serta peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

- tetap meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki, tidak 

terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan, dan bila 

diperlukan  meminta saran dari tenaga ahli profesional mengenai hal 

teknis berkaitan dengan pembuatan akta notaris. 

- memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan, kritis, dan 

pengabdian yang tinggi dalam menjalankan profesinya. 

- bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga 

kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. 

b. Notaris bertanggung jawab terhadap pembuatan akta yang memuat Pasal 3 

dan Pasal 4 anggaran dasar PT PMA. 
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Untuk itu, dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris harus senantiasa 

berpegang pada UU No. 30/2004 dan menjunjung tinggi Kode Etik Notaris. 
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